Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar) by Tenri Sucia, Andi
   
 
 
“KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN 
KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA MURTAD MENURUT 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”  
(Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) 
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar 
 
 
Oleh: 
 
ANDI TENRI SUCIA 
NIM: 10100113057 
 
 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2017 
 


iv 
 
KATA PENGANTAR 
سِب  ۡحَّرلٱ ِهَّللٱ ِم  ۡميِحَّرلٱ ِن َٰ م 
ﺃﹶلﹿﺤﹷﻤﹿﺪﹸﺭﷲﹶﺏﹺﹼﺍﹾﻌلﹷلﹷﻤﹿﹻنيﹶﻭﹶﺼلﺍﹽﻼﹶﺓﹸﻭﹶﺴلﺍﳲﻼﹶﻡﹸﻋﹷﻰلﹶﺍﹾﺷﹷﹿﻑرﹺﺍﹶﹾﻧﻷﹿﺒﹻيﹷﺀﺎ 
ﺍﻰﹷلﹷﻋﹶﻭنﹻيﹿﹻلﹷﺳرﹿﹹﻤلﺍﹶﻭ  ۡﹸﺪﹿﻌﹷبﺎَّمﹶﺃنﹷيﹿﹻﻌﹷﻤﹿﺟﹶﺃهﺒﹿﺤﹷﺻﹶﻭهﹻل 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt. yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta, atas izin-Nya jua, sehingga 
penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya 
Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum 
Positif Dan Hukum Islam” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan 
Pengadilan Agama di Makassar)”, dapat terselesaikan.  
Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., sebagai 
suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh 
sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat 
manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya 
manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju 
kepada satu masa yang berperadaban. 
Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak keluarga serta teman-teman penulis dan selayaknya 
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka 
semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga 
kepada: 
1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang teramat mulia, ayahanda 
Andi Chaerul Saleh dan Ibunda Nahra Baharuddin yang telah mendidik 
serta, membesarkan penulis sehingga dapat menapaki jenjang pendidikan 
Strata 1 (S1). 
 
 
v 
 
 
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar; 
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum. Serta, para dosen/tenaga pengajar Fakultas Syari’ah 
dan Hukum; 
4. Bapak Dr. Supardin, M.H.I, dan Ibu Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., selaku Ketua 
dan Sekretaris Jurusan Peradilan Agama yang telah banyak meluangkan 
waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi, serta tak lupa 
penulis menghaturkan terima kasih kepada Ibu Sri Hajati, SHi selaku Staf 
Jurusan peradilan Agama; 
5. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A dan bapak Drs. Hadi Daeng 
Mapuna, M. Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak 
mengarahkan dalam perampungan penulisan skripsi ini; 
6. Segenap Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Agama Makassar yang telah membantu penulis dalam proses 
penelitian penulis; 
7. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa (i) angkatan 2013 Jurusan 
Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) yang telah bersama 
dengan  penulis menimba ilmu di negeri rantau, selama menapaki jenjang 
pendidikan Strata 1 (S1) demi menggapai segenggam asa dan sebuah 
harapan di masa depan. 
8. Rekan-rekan seperjuangan IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu) serta 
adik-adik IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu) Fakultas Syariah dan 
Hukum (FSH) yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada 
penulis. 
 
 
vi 
 
9. Rekan-Rekan Tim Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) 
AKM IV Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, TRD III 
Bali Universitas Udayana Bali, dan Piala Dekan I Fakultas Syariah dan 
Hukum yang telah memberikan hiburan, semangan serta dukungan yang 
tiada henti kepada penulis. 
10. Kakanda Senior Alumni Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum 
terkhusus Jurusan Peradilan Agama yang selalu memberikan arahan, 
bimbingan, serta semangat  kepada penulis. 
11. Para sahabat penulis, Rosnani Abdul Rahman, Hasni Il Kasmi dan 
Hasmaniar Hasyim yang selalu memberikan dukungan dan semangat 
dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang tiada tara.  
12. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 53 UIN Alauddin 
Makassar Kecamatan Manuju Desa Tanah Karaeng yang selalu 
memberikan semangat dan hiburan kepada penulis. 
Penulis menyadari sepenuhnya, karya kecil ini merupakan sebuah 
karya sederhana yang sarat dengan kekurangan serta, jauh dari kesempurnaan. 
Kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di 
masa mendatang. 
Makassar, 3 Maret 2017 
Penulis   
 
ANDI TENRI SUCIA 
NIM: 10100113057 
       
 
xiv 
 
ABSTRAK 
Nama : Andi Tenri Sucia 
NIM : 10100113057 
Judul : “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian 
Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum 
Positif Dan Hukum Islam”  
(Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di 
Makassar) 
  Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hak asuh anak 
pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut 
hukum positif dan hukum Islam ? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-
breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) 
Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah 
satu orang tuanya murtad menurut hukum positif ?, 2) Bagaimana kedudukan hak 
asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad 
menurut hukum Islam ?, 3) Bagaimana perbandingan kedudukan hak asuh anak 
pasca terjadinya karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif 
dan hukum Islam. 
  Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji aturan hukum positif dan hukum 
Islam serta penerapannya dalam putusan hakim di pengadilan. Adapun Jenis 
Penelitian ini tergolong penelitian gabungan antara penelitian lapangan (field 
research) serta library research, yakni meneliti secara langsung pelaksanaan 
kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang 
tuanya murtad di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar 
dan mengkaji aturan- aturan hukum positif dan hukum Islam dan pendapat ahli 
dalam buku tentang kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena 
salah satu orang tuanya murtad.  
Hasil Penelitian ini membuktrikan bahwa tidak semua perkara ḥaḍānah itu 
diberikan pada seorang ibu. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang  
menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak 
asuh anak  dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam KUH-Perdata peraturan 
mengenai hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci. Perbedaan konsep kedua 
hukum tersebut penulis membedakan ke dalam 3 bagian, yakni 1. Ketentuan 
dalam melakukan perceraian, 2. Ketentuan umur dalam hal pemeliharaan anak, 3. 
Orang Yang berhak memelihara anak. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, 
terdapat pula perbedaan yang istimewa yang hanya terdapat dalam hukum Islam, 
yaitu hak asuh anak dalam hal perwalian hak ibu gugur jika terdapat beberapa hal 
yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad. 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 
pembentukan hukum, pembaruan hukum serta menjadi acuan bagi hakim dalam 
melakukan ijtihad dan penemuan hukum, khususnya dalam hukum positif dan 
Hukum Islam di masa yang akan datang, terkhusus dalam bidang Hak Asuh Anak.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث 
Śa ś 
es (dengan titik di  
atas) 
ج Jim j Je 
ح 
ḥa ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ 
Żal ż 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di 
 
 
viii 
 
bawah) 
ض 
ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
 
 
xi 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( „ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا Fathah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا Dammah u U 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
َََ
ََََََا ...|َ… ََُو َ
َ
 
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
 
 
xii 
 
 
 
ِ ي 
 
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
 
 
ﻮ َُ  
 
 
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  َي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ِﯩ ﻲ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
B. Daftar Singkatan. 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.  = subhanahu wa ta ala 
saw.  = sallallahu alaihi wa sallam 
M  = Masehi 
H  = Hijriah 
QS  = Qur‟an Surah 
HR  = Hadits Riwayat 
SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 
KHI  = Kompilasi Hukum Islam  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Dewasa ini Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum 
ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan 
mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak 
adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak 
yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih 
sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada 
anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di 
samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.
1
 
 Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam 
asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta 
perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta 
menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU RI 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai 
kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, 
melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan 
kemampuan, bakat serta minatnya.
2
 
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika 
orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau 
melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak 
                                                          
1Marnahakila, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)”,  Blog Marnahakila, 
http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html (24 
Agustus 2016). 
2Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak,  bab I, Pasal 1 ayat 2,  (t.t.: Media Centre, t.th). 
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memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua 
selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan 
pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak 
dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, 
pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.
3
 
Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara 
suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak 
harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak ḥaḍānah 
menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya 
untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, 
yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa 
pihak yang akan melakukan ḥaḍānah terhadap anak adalah pihak dimana anak 
menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih 
apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana 
tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak. 
Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang 
ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa diikuti pula oleh hukum 
yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika Salah satu orang 
tuanya murtad ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya problematika yang 
ada, ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa 
terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (ḥaḍānah).4 Para 
fuqaha’ berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal 
yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibulah yang 
                                                          
3
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1985),  h. 17-
18.   
4Lilis Sumiyati, “Murtad Sebagai Penghalang Ḥaḍānah”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah 
dan Hukum UIN Jakarta,  2015), h. 8. 
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harus melaksanakan ḥaḍānah.5 Namun bagaimana jika kenyataanya ibu yang 
diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak karena 
pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam adalah orang beragama Islam. 
Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan 
diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, 
bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak 
mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat 
tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan 
moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.
6
 
Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam 
merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi’Iyah: seorang kafir tidak 
boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedaangkan mazhab-mazhab lainnya 
tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, 
kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengguurkan hak asuhan. 
Imamiyah berpendapat: pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. 
Hambali juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang 
dan yang penting, dia tidak membahayakan si anak.
7
 
Hanafi, Syafi’I, dan Hambali berpendapat : apabila ibu si anak bercerai 
dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si 
anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi 
gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan Maliki 
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mengatakan bahwa, haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian 
itu.
8
 
Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang 
ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa yang selalu terikat oleh 
hukum untuk menyusuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama 
satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa 
berjalan sesuai dengan apa yang dicita—citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, 
dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang terjadi  pertikaian yang nantinya 
berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu 
korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak 
bisa terlepas dari kewajiban orang tua memeliha/mengasuh anak (ḥaḍānah). Para 
Fuqaha berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal 
yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibu lah yang 
harus melaksanakan ḥaḍānah. Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang 
diberi hak memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak. 
Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian 
karena salah satu orang tuanya murtad merupakan pembahasan yang sarat akan 
masalah, oleh karena itu patut dikaji terutama yang berhubungan dengan agama 
yang sangat urgen terhadap keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus Penelitian dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman 
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul 
skripsi.
9
 Sesuai dengan judul penelitian ialah “Kedudukan hak asuh anak pasca 
                                                          
8
Muhammad  Jawad  Mughniyah,  Fiqih Lima Madzhab (Jakarta : Penerbit Lentera, 
2011), h. 417.   
9
Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin Press, 
2013), h. 13.  
5 
 
 
 
terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut Hukum 
Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama di Makassar)”. 
Dari judul di atas dapat penulis jelaskan beberapa defenisi atau pengertian 
secara umum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hak asuh anak menurut 
istilah fiqhi dikenal dengan Ḥaḍānah yang berarti memelihara anak dari segala 
macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga 
makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya, hingga dia mampu 
berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.
10
 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak (ḥaḍānah) adalah 
kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu 
berdiri sendiri.
11
 
Cerai merupakan pisahnya perkawinan antara suami istri, Sayyid Sabiq 
dalam bukunya Fiqhi Sunnah mendefenisikan talak dengan sebuah upaya untuk 
melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri perkawinan itu. Dalam hal ini 
talak merupakan pengajuan putusannya perkawinan atas inisiatif suami, 
sedangkan atas inisiatif istri dinamakan khulu’ (Nuruddin, 2004:208). Sedangkan 
murtad diartikan keluar dari iman dan kembali lagi kepada kekafiran (Haroen, 
2001:203).  
Dalam skripsi tersebut penulis juga melakukan perbandingan hak asuh 
anak antara Hukum Positif dan Hukum Islam.  Hukum Positif ialah Hukum Positif 
Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU 
KUH.Pdt-Belanda, disamping itu juga UU RI Nomor 7 Tentang Perkawinan 
Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta UU RI Nomor 23 Tahun 2002 
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Tentang Perlindungan Anak, sedangkan Hukum Islam ialah merupakan bagian 
dari Hukum Positif yang berdasarkan Al-Qur’an, dan As-Sunnah serta Ijtihad para 
Ulama terkhusus keempat Madzhab. 
Adapun ruang lingkup penelitan penulis berfungsi untuk menjelaskan 
sejauh mana peranan Hukum Positif dan Hukum Islam baik dari segi undang-
undang yang berkaitan, Kompilasi Hukum Islam serta yang tercakup dalam 
Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berkaitan 
memecahkan masalah-masalah sengketa hak asuh anak yang muncul 
dimasyarakat. Pada penelitian ini juga peneliti akan mengkaji bagaimana 
pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam memutuskan masalah di 
Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar sebagai obyek 
penelitian. Mengingat banyaknya perkara yang diputus pada pengadilan tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
 Masalah adalah sesuatu hal yang membutuhkan penyelesaian, oleh karena 
itu dalam skripsi ini penulis mencoba memaparkan pokok masalah yang akan 
dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca 
terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum 
positif dan hukum Islam. Penulis nantinya akan melakukan analisis 
perbandingan terhadap pokok masalah tersebut.  
 Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas dan untuk memudahkan 
penulis dalam penulisan skripsi ini, maka rincian rumusan masalah skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena 
salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif ? 
2. Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena 
salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam ? 
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3. Bagaimana perbandingan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya 
perceraian karena salah satu orang tuanya murtad antara hukum positif dan 
hukum Islam ? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan 
karya ilmiah untuk menjamin keaslian karya ilmiah, dan mendemonstrasikan 
hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur berupa buku dan penelitian 
lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.
12
 
Salah satu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini Ialah 
Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa strata 1 ( S1) Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Hak Asuh Anak (ḥaḍānah) Antara 
Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan 
Istri ”. Dalam skripsi lebih mengkhususkan kepada perbandingan hukum Islam 
dan hukum adat tentang ḥaḍānah. Sifat penelitinannya menggunakan studi 
komparasi sedangkan dalam penelitian penulis juga menggunakan studi 
komparasi akan tetapi lebih mengkhusus kepada perbandingan hukum Islam dan 
Hukum Positif. 
13
 
Selain itu,  terdapat skripsi ini dibuat oleh Krisna Mukti, mahasiswa S1 
dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Perkawinan beda 
agama di Indonesia dalam konteks fiqhi Indonesia dan Fiqhi Lintas Agama”. 
Skripsi dari Krisna Mukti ini membahas ketetapan hukum perkawinan beda 
agama dalam fiqhi Indonesia dan Fiqhi Lintas Agama mengenai dasar istimbat 
hukum yang digunakan, pendapat mana yang lebih relevan diterapkan dalam 
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masyarakat saat ini dan peneletian ini lebih pada perkawinan beda agama.
14
 
Berbeda dengan penelitaian penulis lebih menekankan kepada hak asuh anak 
yang lahir dari keluarga beda agama. 
Sebagaimana dengan aturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum 
Islam yang membahas mengenai pemeliharaan anak  yakni terdapat dalam bab 
xiv tentang pemeliharaan anak. Akan tetapi mengenai hak asuh anak dal hal 
terjadinya perceraian ini dijelaskan pada pasal 105 dan 106. Hal ini juga sejalan 
dalam aturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 1 angka 11 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Serta sudah sangat jelas 
dalam UUD RI 1945 yang menatakan bahwa negara memberikan perlindungan 
kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.  Adapun dari Literatur berupa buku 
yang fokus membahas mengenai Hak Asuh Anak yang lahir dari keluarga beda 
agama ini masih sangat sedikit, pembahasan Hak asuh anak dari keluara beda 
agama juga dibahas dalam buku- buku tentang Hukum positif dan dan Hukum 
Islam akan tetapi pembahasannya sangat singkat. Adapun literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut : 
Buku karya Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlasm M.SI “Pranata Sosial 
Hukum Islam”. Walaupun buku ini  berjudul tentang permasalahan mengenai 
Hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat sosial, sekitar 95%  isinya 
membahas mengenai permasalahan sosial hukum Islam yang mencakup Norma 
dan Pranata Sosial Hukum Islam; Instutisinalisasi dan Pranata Sosial 
Peribadatan; ZIS dan Badan Pengelola Zakat; Haji; Umrah dan 
Penyelengaraannya; Wakaf Regulasi Perwakafan dan Kontribusinya Bagi Umat; 
Pernikahan dan Pranata Perkawinan Indonesia; Pembagian Harta Bersama dalam 
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Perkawinan Keluarga Muslim; Ḥaḍānah dan Fenomena Pemeliharaan Anak; 
Perlindungan Anak dan Fenomena Anak Terlantar; Kewarisan dan Pranata 
Kewarisan dalam Masyarakat; dan berbagai permasalahan hukum Islam 
lainnya.. Dari 263 total halamannya Hak Asuh Anak hanya dibahas dalam 17 
halaman saja. Walupun  begitu dalam buku ini cukup banyak membahas tentang 
pendapat beberapa ahli serta para ijtihad tentang Hak Asuh Anak  serta Syarat-
sayart pengasuhan anak berdasarkan aturan perundang- undangan yang berlaku 
serta Sumber Hukum Islam.
15
 
Buku karya Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy “Kedudukan Hukum 
Anak” dalam buku ini juga diatur secara singkat mengenai Kedudukun Hak 
Asuh Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dari perkawinan beda 
agama, walaupun menurut Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy aturan mengenai 
Hak Asuh Anak ini berpendapat bahwa masih banyak jumhur ulama yang 
berbeda pendapat mengenai Hak Asuh Anak dalam keluarga beda Agama. 
16
                                                                                                                
Buku karya Mulyana W. Kusumah “ Hukum dan Hak-hak Anak”. Dalam 
Buku ini cukup membahas mengenai Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak 
anak yang dimana didalamnya membahas mengenai hak-hak anak terutama 
dalam aspek peran orang tua dalam pemeliharaan anak .
17
  
Buku karya Dr. H. M. Abdi Koro, S.H., M.H., M.M “ Perlindungan Anak 
Di Bawah Umur”, dalam buku ini perlindungan anak juga dibahas secara 
singkat.
18
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Buku karya Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin “Fiqih 
Munakahat 2”, dalam buku ini membahas mengenai ḥaḍānah dimulai dari 
pengertian dan kedudukan hukumnya, waktu berlakunya ḥaḍānah, dan orang 
yang berhak ḥaḍānah (Mengasuh).19 
Buku karya Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal 
Tarigan, M.Ag “Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI). Dalam buku ini 
menjelaskan tentang pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, sebab-sebab dan 
kepada siapa yang berhak untuk ḥaḍānah (Mengasuh).20    
E. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian 
  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya 
perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Positif. 
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya 
perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 
a. Manfaat Praktis  
 Sebagai salah satu alternatif atau solusi permasalahan hukum Islam 
terhadap pandangan hukum positif terhadap hak ḥaḍānah bagi anak yang lahir 
dari keluarga beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak 
pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut 
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Hukum Positif dan Hukum Islam serta Sebagai tawaran metodologis dalam 
kaitannya hukum Islam terkhusus dalam bidang munakahat. 
b. Manfaat Teoritis  
 Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk 
dijadikan bahan penelitian yang akan datang. 
 
12 
BAB II 
PENGERTIAN, KONSEP DAN DASAR HUKUM  
HAK ASUH ANAK  
A.  Kedudukan Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum 
Perancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam 
hukum Perdata BW, anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Selama 
kekuasaan ini (patria potestas) tiddak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup 
dan matinya seorang anak berada dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun 
kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar disbanding 
dengan kekuasaan ibunya.
1
 Dengan diadakannya perundang-undangan anak, maka 
kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan bapak), dan 
dengan keputusan hakim kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat. 
Secara sederhana Hak Asuh Anak atau biasa disebut dengan Ḥaḍānah 
mengandung pengertian Ja’alahu Fi Hadhinihi menjadikannya dalam pelukan.  
Dalam pengertian lain bahwa, Shana‟ahu Fi Shadrihi- menempatkannya di 
dada. Dalam konteks ḥaḍānah al-Thifl, ḥaḍānah dapat diartikan dengan menjaga, 
mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh 
dewasa, dapat menjaga, melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan dapat hidup 
secara mandiri. 
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Menurut Al-Shana‟ny, ḥaḍānah adalah memelihara seorang anak yang 
tidak bisa mandiri dan tidak bisa memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat 
merusak dan mendatangkan bahaya bagi dirinya.
2
 Sementara menurut Sayyid 
Sabiq, ḥaḍānah mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak 
yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi 
belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan 
merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalnya yang mampu berdiri 
sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.
3
 
Tugas dan kewajiban memelihara serta mengasuh anak itu pada dasarnya 
merupakan tanggung jawab orang tua, ibu dan bapaknya. Tetapi apabila dalam 
perkawinan itu terjadi syiqaq, awet rajet, dan bubar ditengah jalan, putus, terjadi 
perceraian, cerai hidup, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak daripada 
bapaknya selama tidak ada halangan (seperti gila). Pengasuhan dan pemeliharaan 
seperti itu disebut dengan ḥaḍānah. Selanjutnya, penggunaan istilah ḥaḍānah itu 
dalam sistem hukum di Indonesia menjadi istilah permanen yang digunakan bagi 
posisi anak yang “disengketakan” penurusannya di pengadilan akibat perceraian 
hidup antara suami-isteri (ibu dengan ayahnya). 
Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang 
tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi 
kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. 
Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan 
pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak 
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tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai mumayyiz yang telah mampu 
berdiri sendiri.
4
 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas 
mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.
5
 Sedangkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan 
mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.
6
 
Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai masa  hak asuh anak. Imam 
Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk lelaki dan Sembilan  
tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat masa asuh anak lelaki dan 
perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak memilih dengan siapa ia 
akan tinggal.
7
 Menurut Imam Syafi‟I berpendapat bahwa batas mumayyiz anak 
adalah  jika anak itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun. Sedngakan Imam 
Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah 7 tahun. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua 
untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut 
menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali 
dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut 
yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai 
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landasan hidup dan penghidupannya setelah  Ia lepas dari tanggung jawab orang 
tua.
8
 
Berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur‟an seperti yang terdapat di dalam QS. 
Lukman/31:12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus 
diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini : 
a. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. 
b. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain. 
c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak. 
d. Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma‟ruf). 
e. Setiap perbuatan apapun akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
f. Menaati perintah dari Allah SWT seperti shalat,; amar ma‟ruf dan nahi 
munkar; serta sabar dalam menghadapi cobaan. 
g. Tidak sombong dan angkuh. 
h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata. 
Menurut Kamal Muchtar,“Ḥaḍānah” berasal dari perkataan “al-Hidl” 
berarti rusuk.
9
 Menurut penulis proses pemeliharaan dan pemberian pendidikan 
akan berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya apabila kedua orang tua saling 
bekerjasama, komitmen dan saling membantu satu sama lain. Tentu saja ini dapat 
dilakukan jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah, mawaddah 
dan warahmah. 
                                                          
8
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; 
Jakarta: Kencana, 2004), h.294. 
9
Kamal Mochtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h.68. 
16 
 
Sebenarnya sejak dahulu masalah persengketaan orang tua mengenai anak 
ini,telah mendapat pengaturan hukum adat. Contohnya dapat kita temui secara 
matrilineal. Pada masyarakat ini penguasaan  dan pemeliharaan anak tidak 
diberikan kepada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi pada ibu atau saudara 
laki-laki si ibu, sedangkan bagi masyarakat yang menganut sistem keluara 
patrilineal ditekankan pada pihak bapaknya. 
Demikian hukum dari praktek ḥaḍānah itu sendiri wajib bagi kedua orang 
tuanya, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan 
perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya 
apabila tidak dapat pengasuh dan pemeliharaan dari orang tua maka dari itu wajib 
bagi hadhin (pengasuh) untuk menjaganya, sebgaimana kewajiban memberikan 
nafkah kepadanya serta menjauhkannya dari keburukan dan bahaya. 
B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak 
1. Al-Qur’an dan Hadis 
Dasar hukum melakukan ḥaḍānah adalah wajib, karena pada prinsipnya 
dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau 
keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke 
dalam neraka.
10
Adapun yang menjadi dasar hukum  disyariatkannya ḥaḍānah 
antara lain dalam firman Allah SWT QS At – Tahrim/ 66: 6 yang berbunyi 
sebagai berikut : 
                              
                          
                                                          
10
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; 
Jakarta: Kencana, 2004), h.294. 
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Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan” . 
Umar bin Syu‟aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa :  Seorang 
perempuan datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata : “Ya Rasulullah, anak 
ini telah ku kandung di rahimku telah kususui  dengan air susuku, telah bernafas 
dikamarku, Ayahnya (suamiku) menceraiku dan menghendaki anak ini dariku”.11 
Rasulullah bersabda kepadanya : 
 َّنَأ ;اَمُه ْ نَع ُوَّلَلا َيِضَر ٍِورْمَع ِنْب ِوَّلَلا ِدْبَع ْنَع  اَذَى ِنِِْبا َّنِإ !ِوَّلَلا َلوُسَر َاي ( :ْتَلَاق ًَةَأرْمِا
 َتْن َي ْنَأ َدَاَرأَو ,ِنَِقََّلط ُهَاَبأ َّنِإَو ,ًءاَوِح ُوَل ِيرْجِحَو ,ًءاَقِس ُوَل يِيْدَثَو ,ًءاَعِو ُوَل ِنِْطَب َناَك ُوَِعز
 َْنأ ملسو ويلع للها ىلص ِوَّلَلا ُلوُسَر َاَلَ َلاَق َف ينِِم ,ُدَْحَْأ ُهاَوَر ) يِحِكْن َت َْلَ اَم ,ِوِب ُّقَحَأ ِت
 ُمِكَاْلَْا ُوَح َّحَصَو ,َدُواَد ُوَبأَو12  
Artinya: 
“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku 
yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya 
yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama 
engkau belum nikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut 
Hakim”. 
Kalau ada anak sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang benar 
maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya 
mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.
13
 
                                                          
11
Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah (Terjemahan) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid III 
Cet. Ke-1, h. 240. 
12
Bulughul Maram, (Terjemahan) (Bandung : Gema Risalah Pres Bandung, 1996), h. 253.  
13
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana ( Cet.. VIII; Jakarta: SInar Grafika,2014), h. 24-25. 
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2. Hukum Positif 
a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
 Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang 
tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua 
orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh 
karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam 
memelihara anak ialah kerja sama, salin mendukung dan saling tolong menolong 
antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, 
Faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus  
tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas 
dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih 
menggunaka kitab-kitab fiqhi. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang 
penyebarluasan KHI, masalah ḥaḍānah menjadi hukum positif di Indonesia dan 
Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.
14
 
 Kendati demikian, secara global sebenarnya UU Perkawinan telah 
memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat 
putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan: 
Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan 
keputusannya. 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 
dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
                                                          
14Abdul Mannan, “Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum 
Acara Di Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum No. 49 THN IX 2000, h. 69.  
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3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian 
bekas istri. 
Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X 
mulai pasal 45-49. 
Di dalam pasal 45 dinyatakan : 
(1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 
(2) Kewajiban orang tua yang yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 
putus. 
 Pada pasal 46 dijelaskan : 
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka 
yang baik. 
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua  dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya.  
Pasal 47 
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan 
anak itu menghendakinya. 
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar Pengadilan. 
Pasal 48 
 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada 
kepentingan anak itu menghendakinya. 
Pasal 49 
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke 
atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 
1. Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya. 
2. Ia berkelakuan buruk sekali. 
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 
20 
 
Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas 
segala-segalanya. Terjemahnya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak 
kepada kepentigan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh 
aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang 
memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.
15
 Semangat 
pengasuhan material dan non material inilah yang akan dipertegas oleh KHI. 
b) Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 
2014 Dan Convention on the Right of the Child (CRC) Tahun 1989 
 Dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  jo. UU No. 35 
tahun 2014 ternyata pada prinsipnya sama dengan yang diajarkan dari keteladanan 
Nabi Muhammad saw, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dan persamaan 
dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam CRC atau bisa disebut dengan 
Konvensi Hak Anak. Undang-undang perlindungan Anak juga terinspirasi adanya 
CRC (Convention on the Right of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, telah disebutkan 
bahwa ada empat prinsip dasar di dalam CRC yaitu : non discrimination, the best 
interest of child, right of survival, develop and participation.
16
  
 Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua orang 
tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan 
pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 
2 yang menyatakan bahwa: 
 “Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul 
tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan 
keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.” 
                                                          
15
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; 
Jakarta: Kencana, 2004), h.301.  
16
Lilis Sumiyati, Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Skripsi (UIN Jakarta: 2015), 
h. 23. 
21 
 
Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan 
bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya, 
sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-undang 
Perlindungan Anak bahwa: 
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,   bakat 
dan minatnya; dan 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 
pada anak. 
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat 
beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Kemudian apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan 
pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang 
tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan 
tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah 
yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini 
tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 
2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan : 
(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan 
bahwa pemisahan itu adalah demi kepntingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir. 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagimana dimaksud pada ayat (1), 
anak tetap berhak: 
a. Bertemu langsung dan berhubungsn pribadi secara tetap 
dengan kedua orang tuanya. 
b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan 
pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 
tuanya; dan 
c. Memperoleh hak anak lainnya; 
22 
 
Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) 
sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya 
seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini 
dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk 
mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau 
keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu 
terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini Negara juga berwenang atas 
pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh 
karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak bahwa prinsipnya 
yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan 
utama, sebagaimana termaktud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 3 Ayat 1 
yang berbunyi:  
“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan 
oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau 
badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi 
pertimbangan utama.” 
Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, kaitanyaa dengan 
perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak ada empat yang 
harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, mental, sosial, psikis dan 
spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi anak yang 
harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, keluarga dan orang 
tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak 
bukan hanya merupakan kewajiban kemanusiaan sebagai realisasi hak asasi 
manusia, namun lebih dari itu merupakan kewajiban agama. 
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c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian ḥaḍānah  juga 
telah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud dengan 
pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
17
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, ḥaḍānah (pemeliharaan) anak 
dipegang oleh ibu yang telah diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi, kalau sang 
istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah hak pemeliharaan 
anak dari si ibu tadi. 
Kompilasi Hukum Islam  (KHI) pada pasal 105 (a) yang mengatur tentang 
hak asuh anak berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 105 :  
Dalam hal terjadinya perceraian :  
a. Pemeliharaan anak yang ghairu mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun, adalah hak ibunya; 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak; 
c. Biaya pemilaharaan anak ditanggung ayahnya. “Setiap orang yang 
dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai 
kesalahannyadibuktikan menurut hukum.
18
 
B. Syarat-Syarat Ḥaḍānah 
Seorang Hadin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan 
kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan 
kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-sayarat tertentu. Jika syarat-syarat 
                                                          
17
Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Ciputat: 
Logos,1999), h. 139. 
18
Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.138. 
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tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan 
ḥaḍānah.19 Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut : 
 Berakal Sehat 
Dengan demikian orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu 
berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu 
berbuat untuk orang lain. 
 Dewasa 
Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melaksanakan tugas 
seberat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang 
dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan. 
 Beragama Islam 
Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas 
pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak 
yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang buksn Islam dikhawatirkan anak yang 
diasuh akan jauh dari agamanya. 
  Merdeka 
Perempuan hamba sahaya tidak berhak mengasuh kendati mencapai izin 
tuannya. 
 Mampu mendidik  
Orang yang buta, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya 
tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil, juga tidak 
berusia lanjut yang bahkan ia sendiri belum diurus, bukan orang yang 
mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. 
 
 
                                                          
19
Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah (Terjemahan), h.241.  
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 Amanah dan berbudi 
Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya 
untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. 
 Adil 
Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 
dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut 
fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya 
rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih 
kecil.
20
 
Sementara persyaratan bagi anak yang akan diasuh (mahdhun) adalah 
sebagai berikut : 
1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri 
dalam mengurus hidupnya sendiri. 
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu dapat 
berbuat sendiri, meskipun telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak  
boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.
21
 
C. Pihak-Pihak Yang Berhak dalam Ḥaḍānah 
Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka 
menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak 
memelihara dan merawat anak itu sehingga anak itu mumayyiz karena ibulah yang 
biasanya lebih telaten dan sabar.
22
 
Selama waktu itu, hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama 
ibunya belum menikah dengan  laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama 
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ibunya, tetapi nafkahnya  menjadi kewajiban ayahnya.
23
 Jika si anak  tersebut 
sudah mumayyiz dan mampu menjaga dirinya sendiri maka perlu adanya pihak 
yang berwajib untuk mengadakan penyelidikan, siapakah diantara keduanya yang 
lebih berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut. Pada saat itu, anak 
diserahkan kepada pihak yang lebih cakap untuk merawat dan memeliharanya. 
Tetapi kalau keduanya sama, maka anak itu harus disuruh memilih siapa 
diantara keduanya yang lebih ia suka. Dalam Syarh As-sunnah disebutkan: “Jika 
seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak 
yang masih dibawah tujuh tahun, maka ibunya lebih berhak kepadanya. Dan jika 
istrinya tidak berkeinginan memelihara anaknya, maka bapaknya wajib 
berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu 
tidak dapat dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka tidak ada hak 
bagi istrinya untuk memelihara anaknya”.24  
Menurut penulis, ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara anak-
anaknya. Tetapi bagaimanapun juga suatu hal yang mustahil pelaksanaan 
pemeliharaan itu dilakukan secara bersama serta harus dicari cara untuk 
melaksanakan hubungan dari hak yang sama. Supaya jangan terjadi pembenturan 
dan peperangan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak. 
Sebagaimana hak pengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli 
fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu, maka para ahli fikih menyimpulkan 
bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. 
Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut : 
1) Ibu 
2) Nenek dari pihak ibu dan terus keatas 
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3) Nenek dari pihak ayah 
4) Saudara kandung anak tersebut 
5) Saudara perempuan seibu 
6) Saudara perempuan seayah 
7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung 
8) Anak perempuan dari saudara perampuan seayah 
9) Saudara perempuan ibu yang sekandung  
10)  Saudara perempuan yang seibu dengannya (bibi) 
11)  Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi) 
12)  Anak perempuan dari saudara perempuan seayah 
13)  Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung 
14)  Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu 
15)  Anak perempuan dari laki-laki seayah 
16)  Bibi yang sekandung dengan ayah 
17)  Bibi yang seibu dengan ayah 
18)  Bibi yang sayah dengan ayah 
19)  Bibi dari pihak ibu 
20)  Bibi ayah dari pihak ibunya 
21)  Bibi ibu dari pihak ayahnya 
22)  Bibi Ayah dari pihak ayah.25 
Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 
mahram atas, atau ada tapi tidak bisa mengasuhnya, maka pengasuhan akan 
beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau masih ada hubungan 
darah (nasab) yang sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris 
sebagai berikut : 
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1) Ayah kandung anak 
2) Kakek dari pihak ayah dan terus keatas 
3) Saudara laki-laki sekandung 
4) Saudara laki-laki seayah 
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
7) Paman yang sekandung dengan ayah 
8) Paman yang seayah dengan ayah 
9) Pamannya ayah yang sekandung 
10)  Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.26   
Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki atau tidak bisa 
mengasuh anak, maka hak pengasuh anak itu beralih mahram-mahramnya yang 
laki-laki selain kerabat dekat, yaitu : 
1) Ayah ibu (kakek) 
2) Saudara laki-laki seibu 
3) Anak laki-laki dari saudaralaki-laki seibu 
4) Paman yang seibu dengan ayah 
5) Paman yang sekandung dengan ibu 
6) Paman yang seayah dengan ayah.27 
D. Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak 
Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, 
perlindungan, dan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Hal itu tergambar 
dari beberapa ayat Al-Qur‟an dan Al-Hadis yang memerintahkan dan 
menganjurkan untuk melindungi anak-anak terutama yang masih kecil. Dalam 
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prespektif sosiologi keluarga Islam, kehadiran anak dalam keluarga adalah 
sebagai permata hati, penyejuk jiwa, bahkan perekat bagi kedua orang tua. Oleh 
karena itu, berbahagialah orang tua yang dikaruniai anak yang sehat dan saleh 
sebagai buah dari perkawinan barakah, keluarga yang utuh, dan sakinah.   
Dalam menjaga amanah yang diberikan Allah swt, kedua orang tua 
memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak hingga mereka 
besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tetapi tidak 
jarang bangunan keluarga yang telah kokoh dan utuh itu goyah terancam badai 
perceraian, meskipun sebenarnya tidak ada satu pun pasangan hidup yang 
menginginkan perkawinannya hancur berantakan dan harus berujung dengan 
perceraian. Karena bagaimana pun akibat perceraian kedua orang tua, tetap saja 
yang terkena dampak dan getahnya adalah anak-anak. Padahal mentelantarkan 
apalagi menjadikan anak sengsara dan tidak terurus merupakan perbuatan tidak 
terpuji yang seharusnya dihindarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu 
Daud, Nasa‟i dan Hakim disebutkan, yang terjemahannya berbunyi : “Cukup 
berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”. 
Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Qur‟an sebagai wujud kepedulian dan 
perhatian agama Islam terhadap keselamatan dan pemeliharaan anak. Hal itu dapat 
dicermati dan digali dari beberapa ayat Al-Qur‟an berikut : 
1. QS. Al-Maidah ayat/5:8. 
Dalam Surah Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman yang berbunyi : 
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                         
                              
            
Tejemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.
28
 
Asbab al-nuzul ayat di atas berawal dari peristiwa yang menyangkut 
Nu‟man Ibn Basyir. Pada suatu waktu Nu‟man Ibn menerima suatu pemberian 
dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawalah berkata: “aku tidak akan ridha 
sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah saw.” Selanjutnya, permasalahn 
itu dibawa ke hadapan Rasulullah saw. untuk disaksikan. Rasulullah saw. 
kemudian berkata: “apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” 
jawab ayah Nu‟man “tidak”. Rasulullah saw. berkata lagi, “takutlah engkau 
kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”. Sebagian riwayat 
menyebutkan, “sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.” 
Mendengar jawaban itu, lantas Ayah Nu‟man pergi dan membatalkan pemberian 
kepada Nu‟man. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim).29   
Salah satu poin penting dari ayat di atas adalah semangat menegakkan 
keadilan dan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini agama Islam memiliki 
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standar ajaran yang mutlak tentang penegakan keadilan dan perlindungan anak 
dengan kombinasi antara norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. 
2. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:233. 
                                  
                               
                              
                             
                           
        
Terjemahnya: 
Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi 
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya, dan waris pun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanyadan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
30
   
 Dalam pandangan Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah/2:233 itu mengandung 
arti bahwa Allah swt sangat menganjurkan, bahkan cenderung mewajibkan agar 
al-walidat memberikan Air Susu Ibu (ASI) selama dua tahun kepada bayinya. 
Menurutnya QS. Al-Baqarah/2:233, sengaja menggunakan al-walidat bukan al-
ummahat, sebab kata al-walidat  berarti para ibu, baik ibu kandung maupun bukan 
ibu kandung, sedangkan al-ummahat berarti ibu kandung. Dengan demikian, 
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maka Al-Qur‟an menggariskan bahwa pemberian ASI adalah terbaik untuk bayi 
yang harus diberikan maksimal selama 2 tahun, baim oleh ibu kandung atau bukan 
ibu. Sementara itu, ayah dari bayi tersebut berkewajiban: (1) Membiayai 
penyusuan agar kesehatan ibu terjamin, dan ASI selalu tersedia. (2) Jika ibu bayi 
dalam status talak raj‟i, maka kewajiban makan dan pakaian ibu bayi (isteri ayah) 
adalah atas dasar kewajiban ayah dalam hubungan sebagai suami isteri. 
Kewajiban ayah tersebut menurut Quraish Shihab adalah lantaran anak tersebut 
membawa nama ayah.
31
  
 Keharusan perlindungan gizi melalui pemberian ASI sebagaimana 
dijelaskan di atas dimaksudkan agar anak yang dilahirkan mendapat jaminan 
pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Menurut Quraish Shihab, 
masa penyusuan bayi itu tidak harus selalu 2 (dua) tahun (24 bulan). Karena Surah 
al-Ahqaf ayat 15 menyatakan bahwa masa hamil dan masa menyusui adalah 30 
bulan. Apabila merujuk kepada QS. Al-Baqarah/2:233, maka masa menyusui 
yang sempurna adalah 24 bulan. Betapapun ayat diatas menunjukkan betapa 
pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI.
32
 
3. QS. Al-An‟am/6:140. 
Surah Al-An‟am ayat 140 mengecam orang-orang yang membunuh anak- 
anaknya, mengingat anak-anak itu merupakan generasi pelanjut dan penerus 
bangsa dan umat. Sebagaimana Allah berfirman yang Terjemahnya sebagai 
berikut : 
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                        
                 
Terjemahnya: 
 Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena 
kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang 
Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan 
terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka 
mendapat petunjuk”.33 
 
4. QS. Al-An‟am ayat/6:151.  
 Dalam Surah Al-An‟am ayat 151 Allah SWT, sebagai berikut : 
                            
                           
                         
                  
Terjemahnya:  
Katakanlah: mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu dan bapak dan janganlah kamu 
mebunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan….34  
5. QS. Lukman/31:13. 
Dalam Surah Lukman ayat 13 Allah swt . berfirman  sebagai berikut : 
                         
        
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Terjemahnya :  
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 
Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 
kezaliman yang besar.
35
  
6. QS. Lukman/31:14 
Dalam Surah Lukman ayat 14 Allah SWT berfirman sebagai berikut : 
                           
                  
Terjemahnya: 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun (1180). 
Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-
Kulah kembalimu.”36  
7. QS. Lukman/31:15. 
Dalam Surah Lukman ayat 15, Allah SWT berfirman sebagai berikut : 
                        
                         
             
Terjemahnya:  
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-
Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan.
37
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8. QS. Lukman/31:16. 
Dalam Surah Lukman ayat 16, Allah SWT berfirman  sebagai berikut : 
                           
                     
Terjemahnya:  
 Luqman berkata: “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau dilangit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 
Maha Halus (1181) lagi Maha Mengetahui.”38 
9. QS. Lukman/31: 17. 
Dalam Surah Lukman ayat 17, Allah swt. sebagai berikut : 
                             
               
Terjemahnya:  
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 
terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk  hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 
10. QS. Lukman/31:18.  
Dalam Surah Lukman ayat 18 , Allah SWT berfirman  sebagai berikut : 
                     
         
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Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri”. 
11. QS. Lukman/31: 19. 
Dalam Surah Lukman ayat 19, Allah SWT berfirman sebagai berikut : 
                      
        
Terjemahnya: 
“Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan (1182) dan lunakkanlah suara-
mu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai.” 
E. Pengasuhan Anak Akibat Perceraian 
Pemeliharaan dan Pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua 
orang tua, karena anak yang masih kecil (ghair mumayiz) sangat memerlukan 
pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. 
Menurut Sayyid Sabiq, ḥaḍānah adalah melakukan pemeliharaan anak-
anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi 
belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan 
merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalnya yang mampu berdiri 
sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.
39
  
Menurut Rahmat Hakim (2000), ḥaḍānah bermakna memelihara anak-
anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga 
kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari 
segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.
40
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Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah 
dan ibu masih terikat tali  pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian. 
Apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri, sementara mereka 
mempunyai anak yang masih, maka ibu lebih berhak daripada ayah untuk 
mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan. 
Prioritas pemberian hak asuh kepada ibu, karena ibu yang menyusui dan 
lebih dari sekedar cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Sosok ibu akan lebih 
sabar dan memiliki kemampuan melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu pada 
hakikatnya ibu mempunyai banyak waktu dan kesempatan, sedangkan bapak tidak 
demikian. Mengingat alasan-alasan itulah, ibu didahulukan daripada bapak dalam 
mengasuh dan merawat anak. Hal itu sejalan dengan kandungan hadis riwayat 
Abu Daud dari Abdullah bin Umar, yang terjemahannya sebagai berikut: 
 
“Telah menceritakan kepada kami Rauh dan telah menceritakan pula kepada 
kami Ibnu Juraij dari „Amru bin Syuaib dari bapaknya dari Abdullah bin 
„Amru, dia berkata: bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi 
Shallallahu „Alaihi Wasallam, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya anakku ini, dulu perutku adalah tempat baginya, pangkuanku 
adalah rumah baginya, dan payudaraku adalah tempat minum baginya, tapi 
bapaknya ingin merebutnya dariku?” 
Beliau menjawab: “Kamu lebih berhak atasnya (anakmu) selama kamu 
belum menikah (lagi).” (HR. Ahmad dari Abdullah ibnu Umar) 
Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis tersebut menggambarkan 
bahwa seorang ibu lebih berhak daripada bapak dalam hal mengasuh anak, apabila 
bapak berkehendak mencabut hak pengasuhan dari tangan ibunya. Dalam riwayat 
hadis diatas, wanita itu telah mengemukakan berbagai alasan yang menyebabkan 
ibu lebih berhak daripada bapak: 
“Dulu perut sang ibu adalah tempat bagi anaknya, pangkuan sang ibu adalah 
rumah bagi anaknya, dan payudara sang ibu adalah tempat minum bagi anaknya”. 
Hal itu disahuti dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad saw. Mengenai 
38 
 
kewenangan ḥaḍānah ibu yang disebut lebih kuat daripada bapaknya itu, di 
kalangan para ulama pun tidak terjadi silang pendapat. Demikian pula di level 
sahabat, dan itu ditunjukkan dengan telah dipraktikkannya hal tersebut oleh Abu 
Bakar Ash Shidiq dan Umar Ibn Khattab.  
Menurut kalangan jumhur ulama, apabila ibu dari anak yang bersangkutan 
itu telah nikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak ḥaḍānah bagi ibunya. 
 Pendapat jumhur fuqaha tersebut berbanding tidak lurus dengan pendapat 
Al-Hasan dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat, bahwa hak ḥaḍānah tidak jatuh 
dari seorang ibu walaupun sudah kawin dengan laki-laki lain. Salah satu yang 
menjadi alasannya adalah suatu riwayat yang menceritakan bahwa Anas bin Malik 
diasuh oleh ibunya, walaupun ia sudah kawin. Demikian pula Ummi Salamah 
memelihara anak laki-lakinya setelah ia kawin dengan Rasulullah saw., dan anak 
perempuan Hamzah diasuh oleh saudara dari ibunya, sedang ia sudah kawin, 
berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.
41
 
 Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 
akibat putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian ialah : 
1. Posisi ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan 
mendidik anak-anaknya. Hal itu semata-mata ddidasarkan atas 
kepentingan anak, apabila di antara keduanya terjadi sengketa mengenai 
penguasaan dan pengasuhan anak. 
2. Pada dasarnya seorang bapak lah yang bertanggung jawab atas semua 
biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila dalam praktiknya 
bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat 
memutuskan seorang ibu untuk ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isteri.
42
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Dalam praktiknya di lapangan, termasuk pengalaman para hakim yang 
menangani perselisihan antara mantan suami dengan mantan isterinya terkait hak 
penguasaan dan pengasuhan anak yang masih kecil, dengan cerdas dan bijak 
mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek yang bernilai maslahat bagi 
anak. Salah satu contoh berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 
Banten lebih nyaman, tenang, dan tentram di bawah penguasaan dan pengasuhan 
ibu kandungnya. 
Penguasaan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak itu berlaku apabila di 
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu antara hadhin (perngasuh) dengan mahdun 
(anak yang diasuh). Para pihak itu harus memenuhi persayaratan yang telah 
ditentukan untuk sahnya suatu tugas pengasuhan. Dalam masa ikatan perkawinan 
ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari 
perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka 
ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.
43
   
Para pihak yang akan melakukan pengasuhan anak, baik ayah maupun 
ibunya disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
1. Berakal Sehat 
2. Dewasa 
3. Beragama Islam 
4. Adil 
Sementara persyaratan bagi anak yang akan diasuh (mahdhun) adalah 
sebagai berikut: 
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1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 
sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. 
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu 
tidak dapat berdiri sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. 
Orang yang telah dewasa dan sehat sempuran akalnya tidak boleh 
berada di bawah pengasuhan siapa pun.
44
 
Dalam keadaan kedua orang tua (ibu dan ayahnya) anak itu masih hidup 
dan memenuhi persayaratan, maka yang paling berkompeten dan layak untuk 
menguasai, mengasuh, dan memelihara anak adalah ibunya. Pertimbangan itu 
didasarkan atas alasan logis dan psikologis, bahwa insting dan karakter ibu pada 
umumnya lebih memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dibandingkan dengan 
ayah. Adapun dalam rentang usia yang sangat belia itu sangat dibutuhkan belaian 
kasih sayang yang melebihi dari biasanya. Menurut beberapa penelitian, 
terungkap  bahwa perempuan pada umumnya lebih dominan perasaannya daripada 
rasionya (99:10) dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dominan rasionalnya 
daripada perasaannya (99:1).
45
 Apabila dalam kenyataannya, anak yang masih 
belum mumayyiz itu berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang 
diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah 
merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.
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Perihal batasan usia anak yang lazim dan layak secara hukum untuk 
menjadi anak asuh (mahdun), tidak ditemukan ayat Al-Qur‟an atau Al-Hadis yang 
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itu memperkuat fenomena, yang pada umumnya ditemukan dalam beberapa hal dan beberapa 
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secara langsung mengatur batas masa ḥaḍānah itu. Pada umumnya para faqih 
berpandangan bahwa masa ḥaḍānah berlangsung sampai dengan anak tersebut 
menjadi mumayyiz dan mempunyai kemampuan untuk hidup secara mandiri. 
Tetapi dalam menentukan batasan usia mumayyiz mereka bersilang pendapat. 
Kelompok pertama menetapkan umur 7 (tujuh) sampai dengan 9 (Sembilan) tahun 
untuk  anak laki-laki, 9 (Sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun untuk anak 
perempuan. Adapun kelompok kedua, tidak menetapkan batas umur tetapi melihat 
apakah anak itu sudah mumayyiz atau belum. Mereka cenderung menetapkan 
bahwa masa ḥaḍānah anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki.47  
Di kalangan ulama madzhab sendiri, terjadi perbedaan pandangan. Hal itu 
terlihat dari pendapat masing-masing sebagaimana dikutip Imam Abdurrahman al-
Jaziri sebagai berikut : 
a. Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa masa ḥaḍānah adalah sampai dengan 
7 tahun, sebagian yang lain mengatakan sampai dengan umur 9 tahun. 
b. Golongan Malikiyah mengatakan bahwa masa ḥaḍānah adalah sejak lahir 
sampai baligh. 
c. Golongan Syafi‟iyah mengatakan bahwa tidak ada batasan masa tertentu untuk 
ḥaḍānah . Masa Ḥaḍānah adalah sampai anak tersebut mumayyiz atau sampai 
anak tersebut bisa menentukan pilihannya ikut ayahnya atau ikut ibunya. 
d. Golongan Hanabilah mengatakan bahwa masa Ḥaḍānah 7 tahun baik untuk 
anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.    
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F. Hak-Hak Anak 
Di dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra 
Yuwana pada 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu: 
1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan 
fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan 
kepentingan dan hak asasinya. 
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta 
untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah 
dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum oernah nikah, 
sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat 
mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 
Pengertian  perlindungan khusus yang diperuntukkan bagi anak yang 
menunjukkan indikasi dan atau sedang mengalami hambatan/penderitaan secara 
jasmaniah dan atau rohaniah, diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan 
hambatan/penderitaan dan akibat-akibatnya agar dapat mewujudkan 
kemampuannya. 
Di dalam kedua pengertian tersebut disinggung hak asasi manusia. 
Yang dimaksud hak asasi anak adalah Penyataan tentang Hak-hak anak-anak 
menurut Deklarasi PBB. Beberapa di antaranya adalah: 
a. Seorang anak harus menikmati perlindungan yang khas, harus diberi 
kesemoatan dan kemungkinan baik oleh hukum atau dengan cara lain agar ia 
dapat memperkembangkan jasmaninya, rohani, budi pekerti, kecerdasan dan 
keadilan sosial dengan cara yang sehat dan biasa, dalam alam kemerdekaan 
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dan kehormatan. Dalam menjalankan hukum ini kepentingan utama dari 
seseorang anak harus didahulukan. 
b. Seorang anak memerlukan kasih sayang dan pengertian untuk kepentingan 
perkembangannya dengan penuh dan wajar. Seberapa mungkin seorang anak 
harus dibesarkan di bawah perlindungan dan perhatian orang tuanya, 
sekurang-kurangnya dalam suasana kasih sayang dan jaminan sosial dan 
moral; seorang anak yang masih muda tidak boleh kecuali bila keadaan 
memerlukan, dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pejabat-pejabat negara 
berkewajiban untuk mencurahkan perhatian yang khas terhadap anak-anak 
yang tidak berkeluarga, atau yang tidak cukup mendapatkan bantuan 
penghidupan. Bantuan keuangan dari negara maupun bantuan yang berupa 
lain supaya dianjurkan bagi pemeliharaan anak-anak dari keluarga yang besar. 
c. Seorang anak berhak untuk mendapat pendidikan yang bebas dan wajib, 
sekurang-kurangnya dalam tahun permulaan. 
d. Seorang anak dalam segala keadaan pertama-tama mendapat perlindungan dan 
bantuan. 
e. Seorang anak harus dilindungi terhadap tidakan yang membangkitkan 
diskriminasi sosial, agama dan lainnya. 
Secara garis besar hak anak dikelompokan menjadi tujuh macam 
diantaranya:
48
  
1) Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran. 
2) Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling 
penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi  
perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan 
dalam al-ahzab (33: 5) 
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3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik. 
4) Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah 
QS Al-Baqarah/2:233, dan QS Al-Qashash/28 : 11,12,13. 
5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan 
pemeliharaan. 
6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Isra/17:34 dan QS An-
Nisa/4: 2, 6, 10. 
7) Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk 
memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna 
baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada 
pembinaan asuhan, perawatan dan pendidikan anak. 
Anak pada prinsipnya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus. 
Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mentasl dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan 
memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang 
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai oleh 
karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan 
anak secara khusus. 
Dewasa ini berbagai kasus kekerasan terhadap anak merebak dimana-mana 
dan terjadi di dalam berbagai level kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 
optimalisasi Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu didukung dan ditingkatkan, agar masa 
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depan anak-anak Indonesia terjamin, yang dengan sendirinya dapat menjamin 
hidup dan kehidupan masa depan bangsa. Nabi Muhammad saw. 
mengungkapkan:”Pemuda hari ini adalah pemimpin maa depan”, dan untuk 
membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu 
yang tangguh dan kompeten. Karena itu, kata Nabi Muhammad saw: “ibu adalah 
tiang negara”  sebab dari ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin 
muda yang tangguh. 
Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum, terutama dalam rana 
privasi kerap dilakukakn dan terjadi di masyarakat. Kasus yang paling signifikan 
adalah masalah perkawinan yang tidak dicatatkan yang berdampak pada 
perlindungan hak anak.
49
 
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indoonesia (KPAI), Konstruksi sosial 
dari perbuatan perkawinan tidak dicatat dapat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 
bentuk: (1) Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat 
eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi anatara 
warga negara asing dengan perempuan local; (2) Perkawinan Ayang tidak 
dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik; (3) 
perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiran 
hasrat seksual semata. 
Bentuk perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dikelompokkan oleh 
KPAI itu semata-mata dipandang sebagai bentuk penyimpangan dan 
pelanggaran hukum. Mengingat perkawinan yang tidak dicatat oleh institusi 
yang kompeten, yakni KUA atau KCS (bagi non muslim) akan berdampak bagi 
kepentingan anak-anak. Bahkan dapat mengancam bagi pemenuhan, 
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perlindungan dan penegakan hak anak. Oleh karena sebagai peristiwa hukum, 
perkawinan tertentu berhubung langsung dengan anak-anak  yang dilahirkan, 
baik menyangkut hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) maupun hak-hak 
keperdataan anak lainnya yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Jadi, 
meskipun secara genetik anak yang lahir itu berasal dan merupakan buah kasih 
sayang ayah dan ibu kandungnya, tetapi apabila pernikahannya secara 
administratif tidak terdaftar dan tidak dicatat di institusi yang berwenang (KUA-
KCS), maka implikasi keperdataannya sangat luas, baik mengenai hak privasi 
seperti: garis keturunan (nasab), perwalian, dikucilkan dari pergaulan sosial 
dengan keluarga, kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai anak 
dari ayahnya, hak waris, pemeliharaanh, biaya hidup (living cost) maupun yang 
berkaitan dengan administrasi public seperti: urusan akta kelahiran, KTP, dan 
masalah pembuatan passport. Dengan begitu, tidak dicatatnya peristiwa 
pernikahan itu bisa jadi merupakan bentuk tindakan halus mentelantarkan anak. 
Dalam realitas kehidupan di masyarakat, anak-anak yang lahir dari 
pernikahan yang dikualifikasi non marital child itu merupakan fakta sosial yang 
bukan lagi sebagai rahasia yang mungkin disembunyikan. Oleh karena itu, 
negara tidak boleh membiarkan terjadinya perbuatan hukum yang menyimpang 
itu, dengan dalih karena dipandang tidak tersentuh oleh regulasi. Beberapa kasus 
yang dilaporkan kepada KPAI, bahwa penikahan tidak dicatat terutama dalam 
pernikahan poligini, justru dilakukan oleh kalangan tertentu yang melek 
pendidikan, memilki jabatan, dan memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. 
Tidak sedikit dari pernikahan mereka itu yang berujung dengan perselisihan dan 
pertengkaran hebat yang melibatkan kekuasaan lembaga negara. Contoh konkrit 
adalah kasus pernikahan tidak dicatat Machiha Muhtar alias Aisyah dengan 
Moerdiono, yang membawa implikasi hukum terhadap persoalan identitas dan 
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pengakuan anak yang lahir dari buah pernikahan mereka itu yaitu seorang anak 
yang bernama Muhammad Ikbal Ramadhan.    
Perbuatan hukum tersebut berujung pada munculnya putusan Mahkamah 
Konstitusi No.46/PUU_VIII/2010 melalui uji materi (yudicial review)  atas Pasal 
2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu: Pertama, Menolak 
permohonan uji materi Pasal 2 ayat (2)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 
dengan pertimbangan hukum, bahwa pencatatan pernikahan penting untuk 
ketertiban. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara 
dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam 
kehidupan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.  
Kedua, menerima uji materi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan menyatakan bahwa klausul: ……”anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibuya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”50  
                                                          
50
Oyo Sunaryo Mukhtar, Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 (Bandung: Islamica, 2013), h.41. 
48 
 
Dalam pembahasan ini, kedudukan hak asuh anak menurut hukum positif 
dan hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban seorang anak yang merupakan 
korban dari perceraian kedua orang tuanya lebih mementingkan kesejahteraan 
anak, agama yang dianut oleh anak, pendidikan anak, serta ruang lingkup 
keseharian anak. 
Oleh karena itu, Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melidungi, 
mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan 
Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI No.23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat 
tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan 
kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak. 
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`BAB III  
METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian 
lapangan ( field research) yakni meneliti secara langsung pelaksanaan kedudukan 
hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad 
di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar dan penelitian 
kepustakaan (library research) yakni dengan mengkaji aturan- aturan hukum 
positif dan hukum Islam dan pendapat ahli dalam buku tentang kedudukan hak 
asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad.  
B. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-empiris 
(applied law research), yang mengkaji aturan hukum positif dan hukum Islam 
serta pelaksanaan terhadap aturan hukum mengenai kedudukan hak asuh anak 
pasca terjadinya perceraian disebabkan karena salah satu orang tuanya murtad di 
Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar. 
C. Sumber data  
Sumber data dalam  penelitian ini terdiri atas dua jenis yakni : 
1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama  
yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. 
1
Adapun data 
primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan 
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hakim, advokat dan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar 
maupun Pengadilan Agama Makassar. 
2. Data sekunder  antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- 
buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
2
 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang- 
undangan tentang hak asuh anak,  data dan arsip resmi dari Pengadilan 
Negeri Makassar maupun Pengadilan Agama Makassar serta buku- 
buku yang terkait dengan Hak Asuh Anak. 
D. Instrumen dan Metode pengumpulan data  
Instrumen ( alat ) pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk 
menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian 
sehingga untuk menentukan instumen pengumpulan data  diperlukan akurasi dan 
presisi, apakah intrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur.
3
 
Instrumen pengumpulan data untuk melakukan  penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan dalam penelitian ini ialah studi dokumen dan bahan pustaka, 
wawancara, dokumentasi dan penelusuran secara online. Adapun metode yang 
digunakan ialah  sebagai berikut: 
1. Studi dokumen dan bahan pustaka, dengan mengumpulkan peraturan 
perundang-undangan, buku- buku, serta penelitian yang berkaitan 
dengan pelaksanaan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya 
perceraian karena salah satu orang tuanya murtad. 
2.  Wawancara, metode wawancara ini dilakukan untuk penelitian 
lapangan mengenai pelaksanaan kedudukan hak asuh anak pasca 
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terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad di PN. 
Makassar yakni dengan wawancara terhadap hakim, advokat dan 
masyarakat di PN. Makassar begitupula di PA Makassar. 
3. Dokumentasi, metode pengumpulan dengan cara mencatat arsip- arsip 
resmi dari Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama 
Makassar serta mengambil gambar kegiatan waktu penelitian.. 
4. Penelusuran secara online, website resmi pemerintah yakni www.pn-
makassar.go.id, www.sipp.pn-makassar.go.id, www.pa-makassar.go.id, 
dan www.putusan.mahkamahagung.go.id .  
E. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini ialah pengolahan data secara 
kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder lalu dianalisis, 
disistematisasi dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.  
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BAB IV  
HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DAN 
KEDUDUKANNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
A. Konsep Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah Satu 
Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif  
1. Pengasuhan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Barat 
Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan 
putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak 
berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaiamana disebut dalam Pasal 209 
undang-undang ini. Dalam hal suami istri tidak dapat bersama lagi. Hal ini telah 
ditegaskan bahwa jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut 
perceraian perkawinan, suami atau isteri berhak untuk menuntut pisa meja dan 
ranjang (scheiding van tavel en  bed).
1
 
Perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai akibat bahwa suami istri 
dibebaskan dari kewajiban untuk bertempat tinggal bersama sedang perkawinan 
antara suami istri tidak dibubarkan.
2
 Kecuali itu mengakibatkan juga perpisahan 
harta kekayaan antara suami dan istri,
3
 karenanya penguasaan suami atas harta 
kekayaan istri dipertangguhkan dan istri berkuasa mengurus sendiri harta 
kekayaannya, karena ia telah mempunyai kebebasannya terhadap harta 
kekayaannya.
4
  
                                                          
1
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 233. 
2
Republik Indonesia, Undang-Undang Indonesia Digital, Pasal 242.   
3
Republik Indonesia, Undang-Undang Indonesia Digital, Pasal 243.   
4
Republik Indonesia, Undang-Undang Indonesia Digital, Pasal 244.   
 
53 
 
 
Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdata, apabila 
pihak suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak 
mempunyai  penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka 
Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dari 
harta kekayaan pihak lain. Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh 
Pengadilan Agama.  
 Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 
KUHPerdata, oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas 
suami dan bekas istri anak-anak itu harus turut. Apabila yang diserahi anak itu 
tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut 
Pasal 230 KUHPerdata, Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus 
diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan 
pendidikan  anak-anak tadi.  
 Dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anak setelah terjadinya 
perceraian dalam Pasal 300 KUHPerdata disebutkan bahwa kecuali jika terjadi 
pelepasan dan atau berlaku ketentuan ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, 
si ayah sendiri yang melakukan kekuasaan itu.  
Selanjutnya ditentukan bahwa bila si ayah dalam keadaan tidak mungkin 
untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh si ibu, 
kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Pada ayat (2) disebutkan pula 
bila si ibu ini juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri 
diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359. Berbeda halnya menurut Undang-
undang RI Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua dipegang oleh kedua orang 
tua selama kekuasaan kedua orang tua atau salah satu orang tua tersebut tidak 
dicabut.
5
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 Ketentuan Pasal 300 KUHPerdata tersebut diatas dimaksudkan karena ada 
kekhawatiran bahwa tidak ada persesuaian antara ayah dan ibu dalam hal 
kekuasaan orang tua, sehingga pihak ketiga, hakimlah yang harus turut campur. 
2. Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 
1974  
Lahirnya Undang-Undang RI  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
merupakan perwujudan falsafah pancasila serta mewujudkan cita-cita untuk 
pembinaan hukum nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan 
memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 
telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. 
Penjelasan umum undang-undang ini menyebutkan, bahwa sesuai dengan 
landasan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, maka undang-
undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam amanat pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, sedang dilain pihak 
undang-undang ini harus dapat menampung dan menyelesaiakan permasalahan 
yang terjadi di masayarakat dewasa ini. Karena itu pula Undang-undang ini telah 
menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya 
dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga dalam penjelasan Pasal 
2 ayat (1) dinyatakan, tidak ada perkawinan  di luar  masing-masing hukum 
agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar RI 1945. 
Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
6
 
Menurut penjelasan Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-
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undangan   yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 
sepanjang tidak  bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang 
ini.
7
  
 Perkawinan yang telah berlangsung sewaktu-waktu dapat putus, hal itu 
walaupun dipandang masih secara negatif didalam masyarakat namun oleh 
Undang-undang diperkenankan jika antara suami dan istri sekiranya tidak dapat 
lagi untuk dipersatukan di dalam berumah tangga.  
 Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat 
hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Mengenai 
hubungan  suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian 
perkawinan,  persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin 
kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu.   
 Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk  
memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 
istri.  Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan 
hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.   
Bersangkutan dengan hal tersebut diatas, mengenai anak, berdasarkan 
Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai 
akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu:  
 Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi 
keputusannya.  
 Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan 
dapat menentukan bahwa Ibu  ikut memikul biaya tersebut.      
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Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 
1974 mengatur sebagai berikut : 
1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, 
bila mereka itu memerlukan bantuannya. 
Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak 
mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.  
M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Orang tua yang  melalaikan 
kewajiban  terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau 
sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan 
karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur atau 
gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. 
Sedangkan berkelakuan  buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh 
sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh 
yang baik.
8
  
Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orang tua tidak 
dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana 
diatur dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sebagai berikut :   
1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke 
atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 
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Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang RI  Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka 
seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai 
wali dari anak  yang bersangkutan. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak 
diurus oleh seorang  wali yang ditunjuk.“Ruang lingkup kekuasaan wali yang 
ditunjuk itu adalah sama   dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang 
tua dari anak tersebut, yaitu  meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun 
harta bendanya”.9 
Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang 
tua, maka ia berada di bawah kekuasaan wali.
10
 Perwakilan itu berfungsi untuk 
mengurus pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda yang 
dimilikinya.
11
 
Penunjukan Wali dilakukan sebisa mungkin berasal dari keluarga anak di 
bawah umur tersebut, yang oleh Undang-undang ditetapkan wali tersebut haruslah 
telah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan adil, jujur dan bertindak baik.
12
 
Akan tetapi meskipun demikian wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua 
yang menjalankan kekuasaan orang tua, yang dilakukan sebelum orang tua sianak 
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tersebut meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) 
orang saksi.
13
 
Setelah ditunjuk, wali akan mempunyai kewajiban untuk mengurus anak 
yang di bawah penguasaannya beserta harta benda anak dibawah umur yang 
berada dalam pengasuhannya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan 
menghormati agama serta kepercayaan anak tersebut.
14
 
Terhadap harta kekayaan si anak yang berada dibawah kekuasaannya, wali 
mempunyai kewajiban untuk:
15
 
a. Membuat daftar harta benda anak tersebut secara jelas dan rinci.  
b. Mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak  yang  berada 
di bawah perwaliannya.  
c. Mempertanggung jawabkan segala perhitungan dan kegiatan 3akibat dan 
kelalaian dan kesalahan wali.  
d. Dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang 
dimiliki anak yang berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila 
kepentingan  anak  itu menghendakinya. 
Selama melaksanakan kekuasaannya, wali tidak diperbolehkan 
memindahkan hak atau mengandaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak 
tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
16
 Jika terjadi 
kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dan kesalahannya maka wali dapat 
dituntut untuk bertanggung jawab terhadap harta si anak yang berada dibawah 
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perwaliannya tersebut.
17
 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta 
benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga 
tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan 
untuk mengganti kerugian tersebut.
18
 
Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
disebutkan : 
1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut 
dalam Pasal 49 Undang-undang ini. 
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini, opleh Pengadilan ditunjuk orang lain 
sebagai wali. 
Menurut Mukhtar Zamzami, ketentuan hak asuh anak dalam UU Nomor 1 
Tahun 1974 tersebut telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya 
yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggungjawab 
terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya.
19
 Akan tetapi Undang-Undang 
tersebut tidak memperjelas atau tidak mengatur dengan tegas tentang ketentuan 
hak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara bapak atau ibu yang diberi hak 
untuk mengasuh anak. 
3. Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Ketentuan hukum yang ada dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang 
ada dalam Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Perkawinan 
diatas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi 
tanggung jawab kedua orag tua dan Undang-Undang Perkawinan tidak 
memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak maka hak 
asuh anak diberikan kepada bapak atau ibu.   
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Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam 
KHI setidaknya ada dua pasal yang menetukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 
dan 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak 
dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz 
atau anak  
belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi 
dirinya, dari lahir ampai berusia 21 tahun, dan sesudah mumayyiz.
20
 Sebagaimana 
terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Pasal 105 : 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua 
belas) tahun adalah hak ibunya; 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya; 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; 
Pasal 156 : 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan ḥaḍānah dari 
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh: 
1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 
2. Ayah; 
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 
6. Wanita-wanita kerabata sedarah menurut garis samping dari ayah. 
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hdhanah dari ayah atau ibunya; 
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c. Apabila pemegang ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 
ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah 
kepada kerabat lain yang mempunya hak ḥaḍānah pula; 
d. Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai ḥaḍānah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), 
(b), (c) 
, dan (d); 
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak 
yang tidak turut padanya.
21
 
Pasal 105 diatas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. 
Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 
tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut 
mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih 
diasuh oleh ayah atau ibunya. 
Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu 
kandungnya meninggal dunia dengan memberikanurutsn yang berhak mengasuh 
anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam 
garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 
wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita 
kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Perlu diketahui bahwa ḥaḍānah 
ini berkaitan dengan perwalian dimana kita harus membedakan antara ḥaḍānah 
dan Perwalian. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas 
nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih 
hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan ḥaḍānah 
dalam kajian fiqih yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup 
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mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sessuatu yang diperlukannya baik 
dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang 
merusaknya. 
Dalam putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak 
yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa 
hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya 
walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, 
biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai 
kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan 
dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai 
anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang 
tuanya.
22
 
B. Konsep Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah Satu 
Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Islam 
1. Pengasuhan Anak dalam Prespektif Fikih 
Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan ḥaḍānah. Secara 
etimologis, ḥaḍānah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. 
Sedangkan secara tereminologisnya, Ḥaḍānah merawat dan mendidik seseorang 
yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak 
bisa memenuhi keperluannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya 
sendiri.
23
 
Para Ulama sepakat bahwasanya hukum ḥaḍānah, mendidik dan merawat 
anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah ḥaḍānah ini menjadi hak 
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orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki 
misalnya berpendapat bahwa hak ḥaḍānah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat 
saja dan menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, ḥaḍānah itu 
menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Menurut Wahbah al-
Zuhaily, hak ḥaḍānah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika 
terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si 
anak.
24
 
Ḥaḍānah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua 
untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. 
Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala segala 
sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.
25
 
Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang 
belum mampu mandiri mengurus mengurus urusannya sendiri,mendidik dan 
menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.
26
  
Menurut Al-Hamdani, definisi ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak laki-
laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat 
membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si 
anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani 
dan rohani serta akalnya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi 
persoalan hidup yang akan dihadapi.
27
 
Para ahli fiqh mendefinisikan ḥaḍānah  ialah:  Melakukan pemeliharaan 
anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi 
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belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sasuatu yang 
menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 
mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi 
hidup dan memikul tanggung jawabnya. 
Dari pengertian-pengertian ḥaḍānah tersebut diatas dapat disimpulkan 
bahwa ḥaḍānah itu mencakup aspek-aspek : 
a. Pemeliharaan; 
b. Pendidikan; 
c. Ekonomi (Tercukupnya kebutuhan); 
d. Usia (yaitu bahwa ḥaḍānah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). 
Sehingga yang dimaksudkan dalam ḥaḍānah adalah membekali anak 
secara material, spiritual, mental, maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri 
dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. 
Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian 
pemeliharaan anak (ḥaḍānah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan 
tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Kebelumdewasaan yang 
dimaksud pada bagian ini adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua 
puluh satu tahun dan mereka yang belum pernah melangsungkan perkawinan, 
akan tetapi mereka yang perkawinannya dibubarkan sebelum umur mereka 
mencapai 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 
Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami 
sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup 
kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi 
tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong 
menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya 
hingga anak tersebut dewasa. 
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Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
Ḥaḍānah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik 
anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan 
perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian 
dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa 
membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia 
yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya. 
Namun, perlu diketahui jika perceraian dikarenakan salah satu orang 
tuanya murtad atau pindah agama yang keduanya sebelumnya beragama islam, hal 
ini diatur dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan, 
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 
rumah tangga dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian.
28
 
  Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah 
wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan 
perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk 
membiayai anak dan istri,  dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2:233. 
 
                                 
                               
                              
                             
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Abd. Syakur Dj.& Tim hukumonline, Tanya  Jawab Tentang Nikah Beda Agama 
Menurut Hukum Di Indonesia (Jakarta Selatan: Penerbit Literati, 2014), h. 142-147.   
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                           
         
Terjemahnya: 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan”. 
Dasar hukum ḥaḍānah telah di jelaskan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, di 
antaranya firman Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim/ 66:6 : 
 
                           
                          
Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 
Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah swt. 
untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar 
semua anggota kelurganya itu menjalankan semua perintah - perintah dan 
larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. 
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C. Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Hal 
Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah 
Satu Orang Tuanya Murtad 
Berdasarkan penjelasan tersebut, penyusun mengerti bahwa perbedaan 
konsep mengenai hak asuh anak secara umum bukan hanya dalam segi Hukum 
Positif dan Hukum Islam, akan tetapi konsep hak asuh anak diakibatkan 
perceraian karena salahsatu orang tuanya murtad (pindah agama) baik dalam 
segi hukum positif maupun hukum islam memiliki konsep yang berbeda, yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Ketentuan dalam melakukan Perceraian 
Menurut Hukum Positif dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(UU Perkawinan) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU N0.1 Tahun 1974 
tentang perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 
Dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa alasan-alasan yang 
dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :   
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemauannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan terhadap pihak yang lain; 
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
 Alasan-alasan Perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juga 
ditegaskan pula dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 
Perkawinan (PP 9/1975). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kepindahan salah 
satu pihak ke agama lain tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan salah 
satu pihak. 
 Menurut Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam 
Pasal  116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan, peralihan agama 
atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga 
dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Namun, memang jika 
antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk 
dilakukannya perceraian . 
2. Ketentuan Umur dalam Hak Pilih Pemeliharaan anak 
a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan hak perwalian dan 
pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 
tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun adalah hak 
ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan 
memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 
1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau 
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belum melangsungkan pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berumur 
dibawah 21 Tahun.  Menurut beberapa Imam Mazhab : 
1) Imam Syafi’I dan Ishak berpendapat bahwa lama masa pengasuh 
adalah 7 tahun atau delapan tahun. 
2) Ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ibu lebih berhak 
mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan 
berpakaian sendiri , sedangkan perempuan sampai ia haid. Sesudah 
itu baru ayahnya berhak dengan keduanya. 
3) Imam Malik berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak 
perempuan sampai ia menikah. Sedangkan bapak berhak mengasuh 
anak laki-laki sampai ia baligh. 
b. Menurut Hukum Positif 
Dalam Hukum Perdata Pengertian anak tidak diatur secara eksplisit, 
namun 
pengertian anak selalu dikaitkan dengan kedewasaan sedngkan dalam masalah 
batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam 
Pasal 330 yang berbunyi, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.29 Dalam Hukum Perdata atau 
BW Istilah Pengasuhan/ Pemeliharaan anak di kenal dengan istilah perwalian. 
Konsep perwalian dalam BW lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep dari 
Ḥaḍānah yang ada dalam Islam. Adapun persamaannya adalah setiap anak yang 
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Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif 
Hukum Islam, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), h. 245.   
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masih belum dewasa atau mumayyiz, atau masih belum bisa berdiri sediri, maka 
kewajiban untuk memelihara atau mengasuhnya adalah kewajiban Ibu kandung 
atau orang yang di beri kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan 
kepribadiannya baik Sedangkan perbedaannya di antara masalah tersebut adalah 
kalau di dalam Ḥaḍānah, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih 
belum mumayyiz atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang 
mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan 
kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya 
meskipun ayah tersebut kawin lagi, dan batasan untuk pemeliharaan anak 
(ḥaḍānah) Pendapat yang paling banyak di akui khusus pada pengasuhan anak di 
bebankan pada ibu sampai anak mencapai 12 tahun.Kemudian pada umur tersebut 
anak disuruh memilih apakah tetap di pelihara Ibunya atau bapaknya.beda dengan 
perwalian tidak mesti anak kandung, anak yang lahir di luar pernikahan pun bisa 
dilakukan pemeliharaan, asalkan ada penunjukan dari pihak pengadilan yang telah 
di atur dalam undang-undang, sedangkan untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari 
maka biaya yang diambil dari harta kekayaan si anak dan diatur semuanya dalam 
Undang-undang. Dan batasan perwalian telah ada kepastian hukum yaitu sampai 
berumur 21 tahun atau sudah kawin yang mana sesuai dengan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata BW pasal 330.
30
 
3. Orang Yang Berhak Memelihara Anak 
a. Menurut Hukum Islam  
Pemeliharaan sangatlah penting bagi si anak memerlukan asuhan dan kasih 
sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya, penetuan hak asuh anak harus 
mememperhatikan kebutuhan anak tersebut , yang berarti bahwa pemelihara harus 
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Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif 
Hukum Islam, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam),h. 234.   
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mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. 
Beberapa persyaratan itu ialah : 
1) Islam 
2) Merdeka 
3) Sempurna akal 
4) Adil 
5) Berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak 
6) Bersifat amanah dan akhlak yang luhur. 
Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak ḥaḍānah berdasarkan sebuah 
hadis dari  Abdullah bin Umar yang artinya sebagai berikut : 
“Bahwasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw 
dan bertanya: “Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutkulah kandungannya, 
susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapaknya telah 
menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku”. Setelah mendengar 
aduan itu Rasulullah saw bersabda, Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak 
itu selagi engkau belum menikah lagi”.  (Riwayat Abu Daud) 
Hadis ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap 
pemeliharaan anak daripada bapak. Namun, begitu apabila anak-anak mencapai 
umur tertentu, maka lelaki lebih berhak mendidiknya karena ia lebih mampu 
mengawasi, menjaga dan mendidik dibanding wanita.      
Hak Ḥaḍānah dalam artian hak perwalian seorang ibu akan gugur  apabila 
:
31
 
1) Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian 
dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak, 
2) Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka, 
                                                          
31Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi 
Ayah atau Ibu)”, MIZANI Vol. 25, No. 2 (2015) : h.63.  
72 
 
 
3) Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat 
pengawasan, 
4) Ibu tersebut keluar agama (murtad), 
5) Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.  
Dalam pemilharaan anak jikalau Hak Ḥaḍānah seorang ibu akibat keluar 
agama (murtad) maka hak asuh anak diberikan kepada seorang bapak. Meskipun 
dalam pertimbangan hakim hak asuhnya diberikan kepada seorang bapak tidak 
berarti kewajiban seorang ibu pun gugur dengan sendirinya. Seorang ibu tetap 
memelihara dan mengasuh secara biologis bagi kehidupan anak. 
Ibnul-Qayim berkata: sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada 
bapak atau ibunya adalah bertujuan untuk kemaslahatan anak. 
b. Menurut Hukum Positif 
Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di 
Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
32
 
Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan 
bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas 
suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian  nafkah  hidup  bagi 
anak  yang  berada dalam asuhannya.  
 Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai 
pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga  menyangkut 
masalah pemeliharaan anak.Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak,  
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maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya,maka 
bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya 
pendidikan bagi anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang 
Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban sang ayah untuk betanggung 
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada sang anak. 
Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak 
dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab 
pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani 
tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan 
anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri
33
 
Bapak dan Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang 
belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak 
untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi 
tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai 
pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. 
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak ditentukan  bahwa  anak  terlantar  adalah anak  yang  karena  sesuatu,  
orang  tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak 
terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Setiap anak 
yang belum dewasa, mempunyai hak untuk dipelihara secara baik. Mereka 
memerlukan pengawasan, penjagaan, bimbingan, arahan serta pendidikan dari 
orang tua atau  pihak  lain apabila orang tua sudah tidak ada lagi.  
 Selanjutnya dalam Undang-undang RI  Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan salah dan 
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penelantaran berhak atas perlindungan khusus. Oleh karena itu anak korban 
perceraian termasuk anak bermasalah harus mendapat perlindungan khusus.  
 Kemudian dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyebutkan:  
1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 
keputusannya.  
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataannya  
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat mentukan 
bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut.  
Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-
undang RI  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26, 
sebagai berikut :  
a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :  
(1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;  
(2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya, dan;  
(3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.  
b) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau 
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, maka  kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
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dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yangdilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan Undang-undangan yang berlaku.  
 Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah 
terpenuhinya ketentuan Undang-undang.Sepanjang orang tua yang telah bercerai 
dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama 
masalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa dengan 
telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak sudah 
selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataanya walaupun telah 
ada putusan  yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya 
dibelakang hari ayah tersebut tidak perduli lagi dengan kewajibannya. Oleh 
sebab itu perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan 
perlindungan anak pasca perceraian orang tua,yang terutama sekali dengan 
mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep   kekusaan orang tua yang 
bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban 
pemeliharaan anaknya. Kalau ibu yang telah diserahi hak  pemeliharaan anak 
ternyata melalaikan kewajibannya maka hukuman baginya adalah mencabut hak 
pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan  dari pihak 
yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri. 
Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-undang, bahwa untuk menentukan 
hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi 
kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan 
apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan 
kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.
34
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Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang 
menyebutkan  bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana 
penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dibawah asuhan 
serta tanggung jawab orang tuanya sendiri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan menyebutkan:  
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik- baiknya.  
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku 
sampai anak  itu kawin atau dapat berdiri sendiri.Kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  
 Pernyataan Pasal diatas tersebut menyatakan bahwa anak yang 
dilahirkan dalam suatu perkawinan harus dipelihara, diasuh dan dididik oleh 
orang tuanya.  
 Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh 
berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh 
karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. 
Kaedah-kaedah hukum  yang diatur dalam Undang- undang Perkawinan ini 
disaring, mana yang dapat dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus 
dilaksanakan. 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang 
tidak secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabila 
terjadi perceraian antara  suami istri. Di dalam Pasal 41 Undang-undang tersebut 
hanya dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila 
terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh 
pengadilan. Tidak ditetapkan suatu ketegasan mengenai siapa yang seharusnya 
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memelihara anak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya 
perselisihan antara bekas suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan 
menjadi objek rebutan antara kedua orang tua.  
 Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum 
saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar 
menjadi manusia yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang 
tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat 
kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja.  
 Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum yang 
mengatur tentang kewajiban biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian 
sering kali membebankan kewajiban biaya nafkah pada orang tua laki-laki. Ini 
dikarenakan pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang kuat atau mampu 
dalam berbagai hal kehidupan sehingga tidak heran lelaki selalu dianggap 
sebagai kepala dari suatu rumah tangga. Akan tetapi  pada  dasarnya  Majelis  
Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara melihat pada kasus yang 
dihadapinya dan tidak harus terikat pada prinsip tersebut di atas.  
 Dengan kata lain, pada dasarnya Majelis Hakim hanya terikat dengan 
peraturan hukum yang berlaku dengan  memperhatikan  salah  satu  dari  ketiga  
aspek tujuan hukum yaitu keadilan, aspek kepastian hukum, dan sosiologis 
aspek kemanfaatan hukum. 
Dengan demikian, sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang 
berlaku,  orang tua perempuan dapat juga diwajibkan untuk membiayai nafkah 
hidup anak, jika dalam kenyataannya orang tua laki-laki tidak mampu dalam 
segi ekonomi. 
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D. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Nomor 
152/Pdt.G/2012/PA. Mks 
Dalam Konvensi 
Berdasarkan pembuktian ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan 
tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan 
karena penggugat telah kembali kepada agamanya semula, yaitu dari agama Islam 
ke agama Keristen Pantekosta sehingga hubungan antara penggugat dengan 
tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan keduanya pun sudah diupayakan 
rukun kembali namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-
undang RI Nomor 1 Tahun 1974  dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah 
tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat  dan tergugat. 
Bahwa dalam gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian 
sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan 
demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan. 
Bahwa Karena penggugat sudah beralih kembali ke agamnya semula, yaitu 
dari agama Islam Ke agama Keristen Pantekosta, hal mana penggugat tidak lagi 
beragama Islam mengakibatkan hubungan perkawinan menjadi rusak (pasakh) 
maka majelis hakim Pengadilan Agama Makassar mempunyai alasan yang cukup 
untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak 
ba’in tergugat terhadap penggugat. 
Dalam Pokok Perkara      
a. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering 
terjadi perselisihan. 
b. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah peengkap 
(suppletoir). 
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c. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat 
dan tergugat disebabkan  karena penggugat telah kembali kepada agamanya 
semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta sehingga 
hubungan keduanya tidak harmonis lagi. 
d. Bahwa majelis hakim, hakim mediator telah berusaha mendamaikan, namun 
tidak berhasil. 
Dalam Rekonvensi    
Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menuntut agar kedua anak 
penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama Wilbert Aditya 
Fahli, dan Aprilya Angelyna Fahli diasuh oleh penggugat rekonvensi karena 
penggugat rekonvensi mengkhawatirkan keyakinan kedua anak tersebut mengikuti 
keyakinan tergugat rekonvensi manakala diasuh oleh tergugat rekonvensi, 
Bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut tergugat 
rekonvensi tidak keberatan asalkan penggugat siap merawat dan membiayai kedua 
anak tersebut, 
Karena tergugat rekonvensi tidak keberatan atas gugatan penggugat 
rekonvensi, dan keduanya sepakat menyerahkan pemeliharaan kedua anak 
tersebut kepada penggugat rekonvensi, maka majelis hakim perlu menetapkan 
bahwa kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi bernama 
Wilbert Aditya Fahli dan Aprilya Angelyna Fahli, berda dalam asuhan penggugat 
rekonvensi; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
 Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3v Tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 
penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, 
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 Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. 
AMAR PUTUSAN 
Dalam Konvensi 
1. Mengabulkan gugatan penggugat; 
2. Menjatuhkan talak ba’in tergugat terhadap penggugat; 
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan 
salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat  30 hari setelah 
putusan ini berkekuatan hukum tetap, 
Dalam Rekonvensi  
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi ; 
2. Menetapkan kedua anak penggugat rekonvemsi dengan tergugat 
rekonvensi  berada dalam asuhan penggugat rekonvensi  ; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi unutk 
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu 
ribu rupiah). 
1.  Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Makassar 
Setelah mengamati kasus antara penggugat dan tergugat seperti yang 
diuraikan diatas. Ada hal yang menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya  ḥaḍānah 
atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada bapak . 
Dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal menarik perhatian 
penulis untuk disoroti dari sudut pandang fikih dan peraturan yang berlaku di 
Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan ḥaḍānah 
terhadap anak yang masih dibawah umur akibat perceraian , apa hal yang 
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menyebabkan seorang anak ada di tangan bapak, apa yang menjadi 
pertimbangan sehingga hakim memutuskan hak tersebut ada di tangan bapak. 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan 
ḥaḍānah ibu lebih berhak mendapatkan ḥaḍānah ketika seorang anak masih 
dibawah umur dan selama ibu belum menikah. 
Kompilasi Hukum Islam meyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang 
belum mumayyiz adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap 
kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi , selain itu seorang ibu lebih 
lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih 
dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. 
Kalau kita lihat kasus diatas bahwa ibu  telah kembali ke agamanya 
semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta, hal mana seorag 
ibu tidak lagi bergama Islam dalam hal ini bisa kita sebut murtad. Hal ini 
mengakibatkan hubungan perkawinan menjadi rusak (pasakh) sehingga seorang 
ibu atau hak pengasuhan ibu telah gugur. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa 
menjalankan tugasnya sebagai seorang istri serta ibu bagi anak-anak dalam hal 
pengajaran tentang agama secara khusus dimasa depan nanti. 
Selain itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa. 
Anak membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu mengembangkan 
kemampuannya , karena anak lahir dengan segala kelemahan tanpa bantuan dari 
orang lain (orang tua) anak tidak mungkin dapat mencapai taraf  kemanusiaan 
yang normal. 
Dalam hal terjadinya perceraian orang tua, biasanya anaklah yang menjadi 
korban. Orang tua beranggapan dalam perceraian mereka sering kali bernggapan 
bahwa dapat diselesaikan nanti setelah perceraian diselesaikan. Padahal tidak 
demikian adanya dan tidak demikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik 
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bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam Kondisi apapun harus 
diingat bahwa anak merupakan seorang individu yang mempunyai hak-hak dasar 
yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa misalnya Hak untuk hidup, 
memeluk agama, memperoleh pendidikan, terbebas dari rasa takut, termasuk 
kekerasan terhadap anak. Ketika seorang anak sebagai korban dari perceraian 
terhadap kedua orang tuanya maka kita dapat melihat sikap dan prilaku seorang 
anak, Psikologi anak. Dalam putusan hakim tentu harus mencerminkan uu 
tersebut.berbeda dengan kasus pidana, kecuali dalam penegkan hukumnya tidak 
ada pelanggaran HAM dan tidak ada penjatuhan pidana.
35
 
Masalah Ḥaḍānah sangatlah cukup luas jangkuannya. Dalam 
menyelesaikan masalah ḥaḍānah itu tidak hanya mengacu kepada ketentuan 
formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam 
masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dan keadaan ayah serta ibu yang 
akan diberi hak untuk melakukan ḥaḍānah dan juga aspek lain yang mungkin 
berpengaruh demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. 
2. Analisis Putusan di Pengadilan Agama Makassar 
Pelaksanaan hukum keluarga yang berprespektif keadilan jender dan untuk 
meminimalisir dampak negatif dari manifestasi ketidakadilan jender, para hakim 
Pengadilan Agama mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana 
kekuasaan kehakiman di bidang hukum keluarga.
36
 
Sengketa hak asuh anak yang dimaksud disini adalah gugatan sengketa 
suami isteri yang sudah bercerai memperebutkan hak asuh anak hasil 
perkawinan mereka di Pengadilan Agama. Dalam kaitannya terhadap putusan 
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tersebut hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak cenderung 
menggunakan analisis keadlian jender berprespektif maqasihd syariah. 
Analisis keadilan jender berprespektif maqasihd syariah adalah analisis  
yang berorientasi pada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam 
memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia untuk mewujudkan 
kemaslahatan kemanusiaan yang terwujud pada terpeliharanya 5 (lima ) hal yaitu 
memelihara agama (hifdzu al-ddin), memelihara jiwa (hifdzul hayat atau hifdzul 
an-Nafs), memelihara akal (hifdzul aal-aql), memelihara keturunan (hifdz an-
nasb), dan memelihara harta (hifdzul al-mal). 
Dalam konteks hak asuh anak, maka penerapan analisis keadilan jender 
berprespektif maqashud syariah harus berpijsk pada keadilan yang berorientasi 
pada terpeliharanya kelima hal tersebut tanpa berpihak pada jenis kelamin 
tertentu, bapak atau ibu yang mampu menjamin terpeliharanya kelima hal 
tersebut demi kepentingan terbaik anak yang seharusnya dipilih sebagai 
pemegang hak asuh anak. 
Menurut Hanan ketika ibu tidak mampu mengurus anaknya, misalnya ibu 
mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-obat terlarang, dll yang 
bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh kembang si anak, maka ayahnya 
lah yang berhak atas permasalahan pemeliharaan dan pengasuhan anak.
37
 
E. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 
152/Pdt.G/2012/PA. Mks di  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 
Makassar 
Dewasa ini sengketa hak asuh anak umumnya selalu menjadi perhatian 
publik dan merupakan sengketa yang cukup banyak terjadi di Pengadilan Agamu 
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khususnya. Karena itu, hakim pengadilan agama mempunyai peran yang penting 
dalam penegakan hukum sengketa hak asuh anak tersebut. 
Pada tahun 2009, misalnya, jumlah seluruh perkara perdata Pengadilan 
Agama dari pengadilan tingkat pertama dan banding se-Indonesia sebanyak 
333.089 perkara yang terdiri dari 98, 121 % perkara bidang perkawinan, 0,278 
% perkara bidang waris, 0,002 % perkara bidang ekonomi syariah, 0,018 % 
perkara bidang hibah, zakat dan seekah dan lain-lain sebesar 1,293 %.
38
 
Berdasarkan analisis perbandingan pertimbangan hukum dalam putusan 
tersebut, penulis melihat bahwa yang menjadi perbandingan dalam pertimbangan 
hukum pada pengadilan negeri dan pengadilan agama dilihat dari dasar hukum 
dalam memutus perkara. 
Menurut Safri, Perbedaan hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama 
dalam memutus perkara itu kita lihat dari dasar hukumnya misalnya hakim pada 
pengadilan negeri dalam memutus perkara pada sengketa anak dasar hukum 
biasanya dipakai memacu pada UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU 
Kesejahteraan Anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta yang 
terpenting ialah melakukan penafsiran hukun atas ketentuan hukum hak asuh 
anak. Sedangkan dalam Hakim Pengadilan Agama biasanya berpedoman dalam 
sumber hukum Islam Al-Qur’an dan As-Sunnah serta produk hukum seperti 
Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang 
Perlindungan Anak serta Hak Asasi Manusia. Serta prinsip hukum yang 
diterapkan dan melihat dari beberapa aspek baik dari segi yuridis, sosiologis, dan 
filosofis. Dan mengedepankan Asas Prioritas dalam buku nya Keadilan dan 
Kemanfaatan oleh Majid Qaduri. Selain itu terkait sengketa hak asuh anak dalam 
                                                          
38
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 
2009, , Majalah Hukum Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI),  Tahun XXV No. 293 
April 2010, h. 18. 
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penerapan putusan nya juga dapat dilihat dari Yurisprudensi MA “Perbedaan 
Agama bukan alasan perceraian”. 
Menurut Hanan dalam pertimbangan hukum yang biasanya diterapkan 
dalam putusan terkait berprespektif maqasihd syariah serta mashalih mursalah 
berdasarkan kepentingan anak. Juga memacu pada Undang-Undang Perkawinan 
Pasal 42 huruf a. Dalam KHI pada Pasal 105 & 156. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48  
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Oleh karena itu hakim Pengadilan mempunyai kewajiban konstitusional 
dalam melakukan penemuan hukum dalam peristiwa konkret yang tidak jelas 
aturannya atau aturannya sudah tidak relevan lagi. Kewajiban konstitusional 
tersebut dapat ditilik dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Nilai itulah yang harus dipahami dan diikuti 
hakim sehingga hukum menjelma menjadi hukum yang dinamis dan hidup serta 
mampu menjawab kondisi kekinian. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Konsep Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah satu orang 
tuanya murtad menurut Hukum Positif.  
Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan putusnya 
suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak 
berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaiamana disebut dalam Pasal 209 
undang-undang ini. Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 
KUHPerdata mengenai hak anak dan nafkah anak. Begitu juga yang terjadi 
jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama.  
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan-
ketentuan pengasuhan anak yang memuat ketentuan sebagai berikut : 1. 
Kewajiban pemeliharaan anak; 2. Kedudukan Anak; 3.Hak Kewajiban antara 
orang tua dan anak; 4. Perwalian;  
Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan pengasuhan 
anak sebagai berikut : 1. Hak pengasuhan anak pada dua keadaan dalam Pasal 
105 dan 156; 
2. Konsep Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah satu orang 
tuanya murtad menurut Hukum Islam  
Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil 
baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat 
membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang 
yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk 
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lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar 
menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa 
depannya. Namun, perlu diketahui jika perceraian dikarenakan salah satu 
orang tuanya murtad atau pindah agama yang keduanya sebelumnya beragama 
islam, hal ini diatur dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
ditentukan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk dapat 
dilakukannya perceraian. 
3. Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif  dan Hukum Islam Hal Hak 
Asuh Anak  
Setelah peneliti melakukan penelitian terhadapat Hukum Positif dan Hukum 
Hukum Islam maka penulis dapat mengetahui perbedaan yang mendasar 
antara kedua hukum tersebut dan mengelompokkan perbedaan tersebut ke 
dalam 3 bagian, yaitu: 1. Ketentuan dalam melakukan perceraian, 2. 
Ketentuan umur dalam hal pemeliharaan anak, 3. Orang Yang berhak 
memelihara anak; Selain dari perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula 
perbedaan yang Istimewa yang hanya terdapat dalam hukum Islam, yaitu hak 
ibu dalam hal perwalian akan gugur jika terdapat beberapa hal yang 
merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad. 
4. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak 
yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup 
namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 
5. Seorang hakim sangat mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak 
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dalam memutuskan suatu perkara hadhanah. Oleh karena itu, Hakim dalam 
memutuskan suatu perkara selain menggunakan sumber fikih, hakim juga 
menggunakan Undang-Undang serta melakukan interpretasi dan pembaruan 
hukum dimana hak-hak anak sangatlah diprioritaskan. 
6. Alasan Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada bapak. Karena Hakim 
mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat keadaan anak yang 
nyaman bersama bapaknya, agamanya terjamin, pendidikan terjamin, moral, 
akhlak, tumbuh kembang masa depan terjamin dan lingkungan. 
B. Implikasi penelitian 
Implikasi penelitian yang diharapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, terhadap konsep hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu 
orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum Islam :  
1. Pemahaman masyarakat umum dan para pelajar lebih mendalam terhadap 
hukum yang mengatur tentang ketentuan hak asuh anak terkhusus ketentuan 
dalam pemeliharaan jika salah satu orang tuanya murtad. 
2. Pemahaman masyarakat umum dan para akademisi lebih mendalam mengenai  
perbedaan antara hak asuh anak dan perwalian anak.  
3. Ketentuan-ketentuan mengenai hak asuh anak dapat menjadi perhatian khusus 
dari pihak-pihak yang berkuasa agar dapat memberikan perubahan dalam 
bentuk pembaharuan yang lebih baik sehubungan masih banyak aturan yang 
diatur secara terpisah dari Undang-undang Perkawinan yang tergolong ke 
dalam hukum perdata Nasional di negara kita yaitu Indonesia. 
4. Diharapkan adanya Pembaruan hukum yang dapat diciptakan oleh hakim 
dalam memutuskan perkara ḥaḍānah. 
 89 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Al-Quran 
Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 
Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 2002. 
Al-Jaziiri, Abdurrahman. Al-Fiqh’Alalmadzahib Al’arba’ah. Bairut: Dar al-Kitab Al-
‘ilmiyah. 2008. 
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz VI, Bandung: Toha 
Putra. 
Arifin, Busthanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Gema Insani 
Press. 1996. 
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. 
Daud, Ali. Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Ciputat: Logos. 
1999. 
Fanani, Ahmad Zaenal. Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak, Yogyakarta: 
UII Press, 2015. 
Ghazali, Rahman. Fiqhi Munakahat. Jakarta: Kencana. 2006. 
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju. 
2007.  
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL 
Menimbang%20Ulang%20Tipikal%20Hak%20Asuh%20dan%20Kriteria%20
Moral%20Pemegang%20Hadanah.pdf, diakses pada 18 September 2014 
pukul 16.57 WITA. 
http://www.hukumonline.com 
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2444/1981, diakses 
pada 3 Maret 2017 pukul 15.00 WITA. 
http://repository.ubaya.ac.id/134/1/Makalah%20Perebutan%20Anak.pdf, diakses 
pada 4 Maret 2017 pukul 18.30 WITA. 
http://repository.ubaya.ac.id/134/, diakses pada 4 Maret 2017 pukul 19.00 WITA. 
http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/625, diakses pada tanggal 7 Maret 
2017 pukul 15.30 WITA. 
http://jurnal.iainbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125, diakses pada 
tanggal 8 Maret 2017 pukul 17.30 WITA. 
90 
 
 
 
Koro, Abdi. Perlindungan Anak Di Bawah Umur. Bandung: P.T. Alumni. 2012. 
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti. 2014. 
Mukhlas, Oyo Sinaryo, Pranata Sosial Hukum Islam, Bandung: PT. Reflika Aditama. 
2015. 
Mukhtar, Kamal, t.p. Muhadharah fi al-Fiqhi al-Muqaran, Mesir: t.t. 
Muthiah, Auliah. Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum 
Perkawinan dan Hukum Kewarisan, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017. 
Peraturan  Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
Sabiq, Sayyid, Fiqhi Sunnah (Terjemahan). Jakarta Pundi Aksara, Cet. Ke-1, Jilid III. 
2006.    
Sabiq, Sayyid, Fiqhi Sunnah. Bandung: Sinra Baru Algensindo. Cet.36.  2000. 
Sabiq, Sayyid, Fiqhi Sunnah. Kairo: Daar Al-Fath, Cet- ke-1, Jilid-1. 2000. 
Suherman, Ade Maman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2012. 
Sulistiani, Siska Lis, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama 
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Bandung: PT. Refika Aditama. 
2015. Bandung: ALFABETA. 2014. 
Suadi, Amran Dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. 
Yogyakarta: UII Press. 2016. 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan   
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Witanto, D.Y.  Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: 
Prestasi Pustaka Publisher. 2012. 
 
 
91 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk 
Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur 
Asing IA sub c, 
yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 
Alinea Pertama dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
 
BAGIAN 1 
Kebelumdewasaan 
 
Pasal 330 
 
Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.  
Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh 
satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.  
Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, 
berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur 
dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. 
Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan 
dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.  
Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh 
adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka 
Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 
1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka 
sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan 
semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak 
pernah kawin. 
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, 
maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. 
BAGIAN 2 
Perwalian Pada Umumnya 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 331 
 
Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang 
ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. 
Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus 
dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai 
seorang wali yang sama. 
 
Pasal 331a Perwalian mulai berlaku: 
1. bila oleh Hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat 
pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadirinya, 
pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya; 
2. bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, pada saat 
pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, 
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memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat 
menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu; 
3. bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim 
atau oleh salah seorang dan kedua orang tua, pada saat ia, dengan 
bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa Hakim, menyatakan 
sanggup menerima pengangkatan itu; 
4. bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas 
permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, 
pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu; 
5. dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan; 
6. bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa 
yang mengakibatkan perwalian itu. 
Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali 
ditentukan dalam pasal ini atau pasal-pasal yang lain, balai harta 
peninggalan wajib melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya. 
 
Pasal 331b  
Bila bagi anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, 
diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, 
maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian lain mulai 
berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain. 
 
Perwalian berakhir: 
1. bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali 
kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan 
kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan 
kepada walinya; 
2. bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di 
bawah kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal-pasal 206b atau 323a, 
pada saat berlangsungnya perkawinan; 
3. bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut 
undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang 
mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat 
pengesahan yang diatur dalam Pasal 274; 4°.bila dalam hal yang diatur 
dalam Pasal 453 orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh 
kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir. 
 
 
Pasal 332 
 
Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, barangsiapa 
sehubungan dengan Bagian 8 dan 9 dalam bab ini tidak dikecualikan atau 
dibebaskan dari perwalian, wajib menerima perwalian tersebut.  
Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai 
menjalankan perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan 
atas tanggung jawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara 
guna mengurus pribadi dan harta benda anak belum dewasa dengan cara 
seperti yang diatur dalam instruksi untuk balai harta peninggalan.  
Dalam hal itu wali bertanggung jawab atas tindakan-tindakan balai 
harta peninggalan, tanpa mengurangi tuntutan terhadapnya. 
 
Pasal 332a 
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Baik orang yang diangkat menjadi wali oleh salah seorang dari 
kedua orang tua, maupun wanita bersuami yang diangkat oleh salah seorang 
dari kedua orang tua, maupun wanita bersuami yang diangkat menjadi wali, 
tidaklah wajib menerimanya. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu 
apa pun bila mereka tidak menyatakan sanggup menerima. Pernyataan ini 
harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal anak 
yang belum dewasa dalam waktu enam puluh hari, setelah pengangkatan itu 
diberitahukan kepada mereka. 
Bila yang diangkat bertempat tinggal sejauh lebih dan lima belas pal 
dari kepaniteraan Pengadilan Negeri itu, pernyataan tersebut boleh diajukan 
secara tertulis di atas kertas tanpa materai. 
Pemberitahuan ini bila menyangkut wanita bersuami, harus 
dilakukan baik kepadanya maupun kepada suaminya.  
Pemberitahuan tidak diwajibkan bila di kepaniteraan Pengadilan 
Negeri telah dilakukan atau diajukan pernyataan, bahwa pengangkatan itu 
ditolak.  
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap perkumpulan, 
yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365, kecuali jika perwalian 
itu diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan mereka sendiri. 
 
Pasal 332b 
 
Wanita bersuami tidak boleh menjadi wali tanpa bantuan atau izin 
tertulis dari suami.  
Bila suami telah memberikan bantuan atau izin atau bila ia kawin 
dengan wanita tersebut setelah perwalian dimulai, seperti halnya bila wanita 
tersebut menurut Pasal 112 atau Pasal 114 telah menerima perwalian itu 
berdasarkan kuasa Hakim, maka wali wanita bersuami itu, seperti tidak 
bersuami, berhak melakukan segala tindakan perdata berkenaan dengan 
perwalian itu dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu, tanpa 
pemberian kuasa atau bantuan apa pun juga.  
Perintah untuk melimpahkan perwalian kepada suatu perkumpulan, 
yayasan atau lembaga sosial memberikan kekuatan hukum kepada 
perjanjian-perjanjian yang dilakukan perempuan bersuami itu selaku 
pengurus perwalian tersebut tanpa adanya bantuan atau pemberian kuasa 
suaminya. 
 
Pasal 333 
 
Bila sehubungan dengan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang 
ini ikut sertanya keluarga sedarah atau semenda dan anak belum dewasa 
diharuskan, maka sedapat-dapatnya harus selalu dipanggil sejumlah empat 
orang dipilih dari keluarga terdekat dan sedapat-dapatnya dari garis kedua 
pihak, dengan catatan bahwa yang dipanggil Hakim adalah mereka yang 
bertempat tinggal atau berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan; sedangkan bila dipandang perlu mendengar anggota 
sedarah atau semenda yang bertempat tinggal atau berkediaman di luar 
daerah hukum tersebut maka pemanggilan dan pemeriksaan mereka boleh 
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya 
orang-orang itu bertempat tinggal atau berkediaman atau kepada kepala 
daerah setempat, yang akan mengirimkan berita acara yang dibuatnya 
kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama. 
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Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil adalah mereka 
yang telah dewasa dan bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia. 
Semua panggilan termaksud dalam pasal ini dilakukan dengan surat tercatat. 
 
Pasal 334 
 
Setiap kali diperlukan kehadiran para keluarga sedarah atau semenda 
dari anak belum dewasa, mereka dapat diwakili oleh seorang kuasa khusus. 
Surat kuasa bebas dari bea materai. Yang diberi kuasa boleh bertindak atas 
nama satu orang saja. 
 
Pasal 335 
 
Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau bila 
sepanjang perwalian harta anak belum dewasa sangat bertambah, dalam 
waktu satu bulan setelah mendapat teguran dari Balai Harta Peninggalan, 
setiap kali, kecuali perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam 
Pasal 365, atas kerelaan balai harta peninggalan tersebut dan guna menjamin 
pengurusan mereka, wajib menaruh suatu ikatan jaminan, memberikan 
hipotek atau gadai atau menambah jaminan yang telah ada. 
Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan Balai Harta 
Peninggalan.  
Dalam hal perbedaan pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang 
ditaruh antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri 
memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu siap memintanya.  
Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, Balai Harta 
Peninggalan berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut 
dalam alinea pertama pasal ini, tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut 
penaruhan jaminan menurut alinea pertama dan ketiga. 
 
Pasal 336 
 
Bila wali Ialai dalam waktu yang ditentukan dalam alinea pertama 
pasal yang lalu untuk menaruh salah satu jaminan tersebut di dalamnya, 
Balai Harta Peninggalan harus melakukan pendaftaran hipotek atas beban 
wali tersebut.  
Bila si wali berkeberatan karena pendaftaran yang baru itu diambil 
untuk jumlah uang yang terlampau besar atau atas barang-barang yang lebih 
banyak daripada seperlunya guna menjamin anak belum dewasa, maka 
persoalan ini harus diputus oleh Pengadilan Negeri. 
 
Pasal 337 
 
Baik wali yang telah menanggung pendaftaran semacam itu maupun 
wali yang dengan sukarela telah menaruh jaminan, setiap waktu untuk 
mengakhiri akibatnya dengan meletakkan jaminan lain atas kerelaan Balai 
Harta Peninggalan atau dalam hal adanya perbedaan pendapat dengan balai 
harta peninggalan tentang cukup tidaknya jaminan yang ditawarkan, dengan 
keputusan Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 335. 
Bila soalnya diselesaikan di luar Pengadilan, maka penghapusan 
hipotek berlangsung berdasarkan tuntutan Balai Harta Peninggalan; dalam 
hal kebalikannya penghapusan itu dilakukan berdasarkan perintah Hakim 
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yang dilangsungkan oleh penyimpan hipotek karena jabatannya dengan 
penunjukkan perintah Hakim.  
Wali itu boleh minta pengurangan jaminan yang telah ditaruhnya, 
bila sepanjang pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa sangat 
mengalami kemerosotan di luar kesalahannya. Bila ada perbedaan pendapat 
tentang hal itu antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri 
memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu memintanya. 
 
Pasal 338 
 
Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai 
menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak memiliki harta benda tak 
bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan 
pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut oleh 
Pengadilan Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan sampai 
wali memberikan jaminan secukupnya; yaitu bila atas permintaan wali, 
Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, 
menyerahkan tugas tersebut kembali kepada wali. 
Wali yang telah dicabut pengurusannya, tetap ditugaskan 
memelihara anak-anak yang belum dewasa dengan dasar dan cara yang jika 
perlu akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri. Atas usul Balai Harta 
Peninggalan.  
Akan tetapi bila pengurusan harta tak bergerak dan anak belum 
dewasa memerlukan pengawasan terus menerus, Pengadilan Negeri setelah 
mendengar Balai Harta Peninggalan, dapat menentukan bahwa tugas 
pengurusan itu tetap berada si wali asal saja wali itu menyerahkan kepada 
Balai Harta Peninggalan semua uang tunai, barang-barang berharga dan 
surat-surat berharga milik anak yang belum dewasa; dalam hal yang 
demikian Balai Harta Peninggalan akan memberikan uang secukupnya 
kepada wali untuk pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa dan 
untuk keperluan sehari-hari pengurusan barang-barang tak bergerak, dengan 
kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan kepada Balai 
Harta Peninggalan pertanggungjawaban tentang pemakaian uang itu 
menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 372. 
 
Pasal 338a 
 
Wali yang berminat meninggalkan Indonesia boleh mengajukan 
surat permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memperoleh pencabutan 
jaminan benda yang telah diberikan olehnya atau yang telah diambil atas 
tanggungannya.  
Permohonan itu harus didahului dengan pertanggungjawaban yang 
lengkap kepada Balai Harta Peninggalan menurut cara yang diatur dalam 
Pasal 372 dan dalam surat permohonan itu harus dilampirkan surat 
keterangan dari Balai Harta Peninggalan bahwa Balai Harta Peninggalan itu 
telah menyetujui pertanggungjawaban yang diserahkan kepadanya. 
Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan setelah mendengar 
Balai Harta Peninggalan dan keluarga sedarah beserta semenda.  
Permohonan akan dikabulkan bila ternyata si wali telah memenuhi 
kewajibannya sebagai wali.  
Bila karena ini pencabutan jaminan diizinkan, maka jaminan itu 
harus diganti dengan penyerahan tanggungan; apabila hal ini tidak bisa 
dijalankan, harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu. 
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Pasal 339 
 
Bila wali itu meninggalkan Indonesia bersama si anak yang belum 
dewasa, maka atas permintaan wali tersebut dan setelah mendengar Balai 
Harta Peninggalan, tugas pengurusan yang dicabut menurut Pasal 338, oleh 
Pengadilan Negeri boleh dikembalikan kepadanya, seluruhnya atau 
sebagian, dengan penentuan sebagaimana dianggap perlu oleh Pengadilan 
Negeri bagi kepentingan anak belum dewasa. 
 
Pasal 340 
 
Penanggung-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya 
bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tanpa 
mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam ketentuan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 341 
Bila seorang penanggung meninggalkan Indonesia karena pindah 
atau meninggal dunia, maka Pengadilan Negeri atas permintaan Balai Harta 
Peninggalan boleh memerintahkan kepada wali, supaya dalam tenggang 
waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, ditunjuk penanggung baru 
yang setelah penunjukkan diterima, penanggung yang pertama atau ahli 
warisnya demi hukum bebas dari ikatan.  
Dalam hal si wali tidak mematuhi perintah itu, maka berlakulah 
ketentuan Pasal 336 dan 338. 
 
Pasal 342 
 
Penanggung dan hak gadai berakhir, dan hipotek-hipotek yang 
didaftarkan harus dihapuskan, bila tugas pengurusan wali berakhir dan bila 
pertanggungan jawab pun berakhir dengan memberi perhitungan, 
menyerahkan surat-surat dan membayar uang sisa. 
 
Pasal 343 
 
Akta untuk penyelenggaraan pendaftaran hipotek dan penghapusan 
yang harus dilakukan menurut bagian ini tidak dikenakan biaya dan pajak, 
kecuali uang upah bagi penyimpan hipotek yang masuk tanggungan anak 
yang belum dewasa. 
 
Pasal 344 
 
Segala penetapan Pengadilan Negeri tersebut dalam bagian ini 
diambil atas surat permintaan, setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan, 
tanpa adanya bentuk acara dan tidak dapat dimintakan banding. 
 
BAGIAN 3 
Perwalian Oleh Ayah dan Ibu 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa,Tetapi 
Berlaku BagiGolongan Tionghoa) 
 
Pasal 345 
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Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak 
belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, 
sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. 
 
Pasal 346 
 
Dicabut dengan S. 1927-31 jis. 390, 421. Pasal 347 Dicabut dengan 
S. 1927-31 jis. 390, 421. 
 
Pasal 348 
 
Jika setelah suami meninggal dunia, isteri menerapkan, atau setelah 
dipanggil secara sah untuk itu, mengaku bahwa ia sedang mengandung, 
maka balai harta peninggalan harus jadi pengampu atas buah kandungan itu 
dan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan yang mendesak guna 
menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, baik demi kebaikan anak 
bila ia lahir hidup maupun demi kebaikan semua orang yang 
berkepentingan.  
Bila anak itu lahir hidup, ketentuan-ketentuan biasa tentang 
perwalian harus diperhatikan. 
 
Pasal 349 
 
Dicabut dengan S. 1927 -31 jis. 390, 421. 
 
Pasal 350 
 
Dicabut dengan S. 1927 -31 jis. 390, 421. 
 
Pasal 351 
 
Bila wali ibu kawin, maka suaminya, kecuali jika ia dikecualikan 
atau dipecat dari perwalian, selama dalam perkawinan antara suami dan 
isteri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak ada pisah harta benda, 
demi hukum menjadi wali peserta dan di samping isterinya bertanggung 
jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan yang 
dilakukan setelah perkawinan berlangsung.  
Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau 
si ibu berhenti menjadi wali. 
 
Pasal 352 
 
Wali bapak atau wali ibu yang kawin lagi, bila wali pengawas 
menghendakinya, sebelum atau sesudah perkawinan itu dilangsungkan, 
wajib menyampaikan daftar lengkap harta kekayaan anak belum dewasa 
kepada wali pengawas.  
Bila yang dimaksud dalam alinea terdahulu tidak dipenuhi dalam 
waktu satu bulan, maka wali pengawas, dengan melampirkan bukti tentang 
permintaannya untuk itu, boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
Negeri supaya wali itu dipecat; Pengadilan Negeri harus membuat 
penetapan sesuai dengan permohonan itu, kecuali bila dalam jangka waktu 
yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri dan diberitahukan kepadanya, si 
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wali masih menyampaikan daftar yang dikehendakinya kepada Pengadilan 
Negeri; ketetapan diambil tanpa suatu bentuk acara. 
Sedapat-dapatnya dalam penetapan yang sama, yang berisi 
pemecatan itu, oleh Pengadilan Negeri diangkat pula wali yang baru. 
 
Pasal 353 
 
Seorang anak tidak sah, demi hukum berada di bawah perwalian 
bapaknya atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak itu, 
kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian, atau orang lain 
telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa, atau 
orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui. 
Bila pengakuan itu dilakukan oleh kedua orang tua, maka perwalian 
terhadap anak itu, dengan pengecualian yang sama, dilakukan oleh orang 
tua yang lebih dulu mengakui dan bila pengakuan itu dilakukan pada waktu 
yang sama, bapaklah yang memangku perwalian. 
Bila orang tua yang melakukan perwalian berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang lalu meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditempatkan di 
bawah pengampuan, atau dalam hal tersebut dalam Pasal 354 tidak 
dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi sebagai wali, 
maka orang tua yang satu lagi demi hukum menjadi wali, kecuali jika ia 
telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian atau telah kawin. Bila bapak 
atau ibu yang menurut ketentuan yang lalu memangku perwalian tidak 
hadir, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. 
Bila bapak atau ibu yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari 
perwalian dan telah kawin dan oleh karena itu menurut alinea yang lalu 
demi hukum tidak memangku perwalian, mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Negeri supaya diangkat menjadi wali, maka Pengadilan Negeri 
harus mengabulkannya, kecuali jika kepentingan anak tidak 
mengizinkannya; Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah 
mendengar atau memanggil dengan sah suami atau istri si pemohon dan, 
jika orang tua yang lain masih hidup, juga dia dan wali pengawas. Terhadap 
pemeriksaan orang-orang ini berlaku ketentuan alinea keempat Pasal 206. 
Terhadap wali ibu atas di luar kawin yang diakui dan terhadap suaminya 
berlaku Pasal 351, kecuali bila karena perkawinan tersebut anak menjadi 
sah. 
 
Pasal 354 
 
Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin 
yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan 
itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri 
mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang 
tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. 
Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 
206.  
Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat 
pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi 
wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung 
sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. 
Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, 
tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu 
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kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh 
Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam Bagian 5 bab ini. 
 
Pasal 354a 
 
Bila perwalian diserahkan kepada orang lain dalam salah satu hal 
yang dimaksud dalam alinea pertama Pasal 353, maka bapak yang telah 
dewasa atau ibu yang telah dewasa dari anak tidak sah yang diakuinya, 
sejauh mereka tidak dikecualikan, dibebaskan atau dipecat dari perwalian, 
boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya diangkat 
menjadi wali sebagai pengganti wali yang lain itu. 
Pengadilan Negeri mengambil ketetapan atas permohonan itu setelah 
mendengar atau memanggil dengan sah si pemohon, wali, wali pengawas, 
suami atau isteri pemohon bila pemohon ini telah kawin lagi, dan orang tua 
yang lain bila ia ikut mengakui anak dan masih hidup, serta dewan 
perwalian. Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan mi, kecuali jika 
ada kekhawatiran yang mendasar, bahwa bapak dan ibu akan melalaikan si 
anak. 
Ketentuan dalam kalimat terakhir Pasal 253 berlaku dalam hal ini.  
Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut di atas berlaku 
ketentuan alinea keempat Pasal 206 dengan penyesuaian sekedarnya. 
 
BAGIAN 4 
Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 355 
 
Masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua 
atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak 
mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal 
dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam 
alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang 
tua. 
Badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan 
pengangkatan, sehingga yang diangkat belakang bertindak sebagai wali, bila 
yang Iebih dulu tidak ada  
 
Pasal 356 
 
Pengangkatan seorang wali tidak mempunyai akibat apa pun bila 
orang tua yang melakukan pengangkatan itu pada saat meninggal dunia 
tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau tidak menjalankan 
kekuasaan orang tua. 
 
Pasal 357 
 
Pasal 319g dan Pasal 382d tetap berlaku, juga bila yang bertindak 
sebagai wali adalah orang yang diangkat oleh salah seorang dan kedua 
orang tua.  
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Bila selama pengampuan salah seorang dari kedua orang tua yang 
karena sebab lain belum pernah kehilangan kekuasaan orang tua atau 
perwalian, orang tua yang lain telah mengangkat seorang wali dan 
meninggal dunia, maka perwalian dari wali yang diangkat itu berakhir demi 
hukum, dengan berakhirnya pengampuan. 
 
Pasal 358 
 
Pengangkatan seorang wali bagi anak di luar kawin yang dengan sah 
diakui oleh ayah atau ibunya yang telah dipertahankanñ sebagai wali atau 
telah diangkat menjadi wali lagi, tidak mempunyai kekuatan, kecuali bila 
disahkan oleh Pengadilan Negeri. 
 
BAGIAN 5 
Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan Negeri 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 359 
 
Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang 
sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar 
atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. 
Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk 
sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh 
Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama 
ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan 
Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang 
menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak 
atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman 
mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali. 
Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh 
Pengadilan Negeri, bila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada 
lagi. 
Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan 
setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali 
pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, dan 
dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar 
kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar 
atau memanggil secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 354a. 
Permohonan dikabulkan kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-
kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-
orang ini, ketentuan dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku dengan 
sekedar penyesuaian.  
Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, 
penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan. 
Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu 
oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan 
itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta 
kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku. 
 
Pasal 360 
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Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak 
yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang 
berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan 
jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di 
daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.  
Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di 
Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan 
itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di 
Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di 
Jakarta. 
Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta 
Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar 
dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan 
anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan 
yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak 
yang belum dewasa. 
 
Pasal 361 
 
Bila seorang anak belum dewasa yang berdiam di Indonesia 
mempunyai harta kekayaan di Negeri Belanda atau di daerah jajahannya di 
luar Indonesia, maka atas permintaan seorang pengurus di Negeri Belanda 
dan di daerah jajahan tersebut.  
Dalam hal itu wali tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan 
pengurusan itu.  
Pengurus dipilih dengan cara yang sama seperti wali. 
 
Pasal 362 
 
Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai 
Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan 
perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.  
Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima belas pal dari 
tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya 
maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala 
pemerintahan daerah tempat kediaman wali.  
Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara. 
 
Pasal 363 
 
Tanpa mengurangi ketentuan alinea kedua Pasal 354a dan alinea 
keempat Pasal 359, perwalian anak di luar kawin diatur oleh Pengadilan 
Negeri tanpa Iebih dulu mendengar siapa pun. 
 
Pasal 364 
 
Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa 
dimintakan banding, kecuali jika ada ketentuan sebaliknya. 
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BAGIAN 6 
Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 365 
 
Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka 
perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum 
yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada 
lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran 
dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak 
belum dewasa untuk waktu yang lama. 
Pasal 362 tidak berlaku. 
Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan 
perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan 
kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain. 
Para anggota pengurus masing-masing bertanggung jawab secara 
pribadi dan tanggung menanggung atas pelaksanaan perwalian itu, selama 
perwalian itu dilakukan oleh pengurus dan selama anggota-anggota 
pengurus ini tidak menunjukkan pada Hakim, bahwa mereka telah 
mencurahkan segala usaha guna melaksanakan perwalian sebagaimana 
mestinya atau mereka dalam keadaan tidak mampu menjaganya. 
Pengurus boleh memberi kuasa secara tertulis kepada seorang 
anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian terhadap anak-anak yang 
belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu. 
Pengurus berhak pula atas kehendaknya menyerahkan pengurusan 
harta kekayaan anak-anak belum dewasa yang dengan tegas ditunjuknya, 
asalkan secara tertulis, kepada Balai Harta Peninggalan, yang dengan 
demikian wajib menerima pengurusan itu dan menyelenggarakannya 
menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya. Penyerahan ini 
tidak dapat dicabut. 
Pasal 365a 
 
Panitera Pengadilan Negeri yang memerintahkan perwalian 
memberitahukan perintah itu kepada dewan perwalian dan Kejaksaan 
Negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan, yayasan, atau lembaga 
sosial itu berkedudukan. 
Pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial melaporkan 
secara tertulis penempatan anak belum dewasa di suatu rumah atau lembaga 
kepada dewan perwalian dan Kejaksaan yang dalam daerah hukumnya 
terletak rumah atau lembaga tersebut. Rumah atau lembaga yang 
dimaksudkan ini, dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan atau oleh seorang 
petugas yang ditunjuknya dan oleh dewan perwalian tiap kali dipandang 
perlu dan patut guna meneliti keadaan anak belum dewasa yang 
ditempatkan di dalamnya. 
Bila dikehendakinya, wali pengawas diberi kesempatan tiap-tiap 
minggu mengunjungi anak belum dewasa yang ada dalam pengawasannya. 
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BAGIAN 7 
Perwalian Pengawas 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 366 
 
Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta 
Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. 
 
Pasal 367 
 
Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku dan tidak membawa 
perubahan dalam perwalian pengawas yang diperintahkan di Negeri 
Belanda untuk anak belum dewasa yang kemudian berdiam di Indonesia. 
Bila wali pengawas yang diangkat di Negeri Belanda tidak berada di 
Indonesia dan tidak menunjuk seorang kuasa khusus guna mewakili dirinya 
dalam segala kejadian yang memerlukan kehadiran dan keikutsertaannya, 
maka dianggaplah bahwa terhadap tugas yang harus dilakukannya di 
Indonesia, ia telah memerintahkan perwakilannya kepada Balai Harta 
Peninggalan di tempat tinggal anak belum dewasa, yang oleh karenanya 
harus diterima oleh Balai Harta Peninggalan tersebut. 
 
Pasal 368 
 
Para wali tersebut dalam Bagian 3 bab ini, segera setelah perwalian 
mulai berjalan, wajib memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai 
Harta Peninggalan. Bila para wali tersebut lalai, mereka boleh 
diberhentikan, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga. 
 
Pasal 369 
 
Dalam segala hal, bila perwalian diperintahkan oleh Hakim, Panitera 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus segera memberitahukan secara 
tertulis adanya pengangkatan itu kepada Balai Harta Peninggalan, dengan 
keterangan, apakah pengangkatan itu terjadi dengan dihadiri oleh wali itu, 
atau jika perwalian itu diperintahkan kepada perkumpulan, yayasan atau 
lembaga sosial, dengan keterangan, apakah hal itu terjadi atas permintaan 
atau kesanggupan sendiri. 
Panitera juga wajib dengan cara yang sama memberitahukan 
pernyataan-pernyataan yang menurut Pasal 332a diucapkan di kepaniteraan 
atau yang dikirimkan kepadanya; demikian pula pengesahan dimaksudkan 
dalam Pasal 358. 
 
Pasal 370 
 
Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan anak belum 
dewasa, bila kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan wali tanpa 
mengurangi kewajiban-kewajiban khusus, yang dibebankan kepada Balai 
Harta Peninggalan dalam surat instruksinya pada waktu Balai Harta 
Peninggalan itu diperintahkan memangku perwalian pengawas. 
Dengan ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, 
wali pengawas wajib memaksa wali untuk membuat daftar atau perincian 
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barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh ke tangan 
anak belum dewasa. 
 
Pasal 371 
 
Dengan ancaman mengganti biaya, kerugian, dan bunga, Balai Harta 
Peninggalan wajib melakukan segala tindakan yang ditentukan dalam 
undang-undang agar setiap wali, sekalipun tidak diperintahkan oleh Hakim, 
memberikan jaminan secukupnya, atau setidak-tidaknya menyelenggarakan 
pengurusan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. 
 
Pasal 372 
 
Setiap tahun wali pengawas harus minta kepada wali (kecuali bapak 
dan ibu) supaya memberikan suatu perhitungan ringkas dan 
pertanggungjawaban dan memperlihatkan kepadanya surat-surat andil dan 
surat-surat berharga milik anak belum dewasa.  
Perhitungan ringkas itu harus dibuat di atas kertas tak bermeterai dan 
diserahkan tanpa suatu biaya dan tanpa suatu bentuk hukum apa pun. 
 
Pasal 373 
 
Bila seorang wali enggan melaksanakan ketentuan pasal yang lalu 
atau bila wali pengawas dalam perhitungan ringkas menemukan tanda-tanda 
kecurangan atau kealpaan besar, maka wali pengawas harus menuntut 
pemecatan wali itu.  
Demikian pula ia harus menuntut pemecatan dalam hal-hal lain yang 
ditentukan undang-undang. 
 
Pasal 374 
 
Bila perwalian kosong atau ditinggalkan karena ketidakhadiran wali, 
atau bila untuk sementara waktu wali tidak mampu menjalankan tugasnya, 
maka wali pengawas, dengan ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian 
dan bunga, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk 
mengangkat wali baru atau wali sementara. 
 
Pasal 375 
 
Perwalian pengawas mulai dan berakhir pada saat yang sama dengan 
mulainya dan berakhirnya perwalian. 
 
BAGIAN 8 
Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri dari Perwalian 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 376 
 
Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390,421. 
 
Pasal 377 
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Yang boleh melepaskan diri dari perwalian ialah: 
1. mereka yang melakukan tugas negara di luar Indonesia; 
2. para anggota angkatan darat dan laut; 
3. mereka yang melakukan tugas negara di luar keresidenan atau mereka 
yang karena tugas negara pada saat-saat tertentu ada di luar 
keresidenan;  
Orang-orang tersebut dalam tiga nomor di atas ini boleh meminta agar 
dibebaskan dan perwalian, bila alasan-alasan dimaksud terjadi setelah 
mereka diangkat menjadi wali; 
4. mereka yang telah genap enam puluh tahun; bila mereka diangkat 
sebelumnya, mereka boleh minta dibebaskan dari perwalian pada waktu 
berumur 65 tahun;. 
5. mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau penderitaan berat yang 
dapat dibuktikan;  
Mereka ini boleh minta dibebaskan dari perwalian, bila penyakit atau 
penderitaan itu timbul setelah mereka diangkat menjadi wali; 
6. mereka yang tidak mempunyai anak sendiri, tetapi dibebani tugas 
memangku dua perwalian; 
7. mereka yang ditugaskan memangku satu perwalian, sedangkan mereka 
sendiri mempunyai seorang anak atau lebih; 
8. mereka yang pada waktu diangkat sebagai wali mempunyai lima orang 
anak sah termasuk di antaranya anak yang telah meninggal dalam dinas 
ketentaraan; 
9. wanita-wanita; Wanita yang dalam keadaan tidak bersuami telah 
menerima suatu perwalian boleh minta dibebaskan, bila ia kawin; 
10. mereka yang tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dengan 
anak belum dewasa, bila dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
tempat perwalian itu diperintahkan ada keluarga sedarah atau semenda 
yang cakap memangkunya.  
Bapak dan ibu tidak diperbolehkan minta dibebaskan dari perwalian 
anak-anak mereka sendiri, karena salah satu alasan tersebut di atas. 
 
Pasal 378 
 
Barang siapa hendak melepaskan diri dari perwalian, harus 
memohon pembebasan dari Hakim yang memerintahkan perwalian atau, 
bila sebelumnya tidak ada pengangkatan oleh Hakim, dari Pengadilan 
Negeri tempat tinggalnya.  
Kecuali orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 377 nomor 5 
pemohon diwajibkan, dengan ancaman kehilangan hak, untuk mengajukan 
permohonan dalam tenggang waktu tiga puluh hari sejak hari mulai 
berlakunya perwalian itu bila pemohon berdiam di Indonesia, dan dalam 
tenggang waktu sembilan puluh hari bila ia berdiam di luar Indonesia.  
Permohonan tidak dapat diterima, bila perwalian itu dibebankan 
padanya karena pernyataannya sendiri, bahwa ia sanggup menerima 
perwalian itu.  
Hakim mengambil ketetapan tanpa bentuk acara dan tanpa banding.  
Meskipun wali telah mengemukakan alasan-alasan untuk 
melepaskan diri, ia masih wajib memangku perwalian itu sampai diambil 
keputusan terakhir tentang alasan-alasan itu. 
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BAGIAN 9 
Pengecualian. Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 379 
 
Selain pegawai-pegawai Kehakiman bangsa Eropa yang 
dikecualikan dari perwalian menurut ketentuan dalam Pasal 9 Reglemen 
Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, mereka 
yang dikecualikan dari perwakilan adalah: 
1. orang yang sakit ingatan; 
2. orang belum dewasa; 
3. orang yang ada di bawah pengampuan; 
4. mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari 
perwalian; akan tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak belum 
dewasa, yang dengan ketetapan Hakim kehilangan kekuasaan orang tua 
atau perwalian tanpa mengurangi ketentuanketentuan dalam Pasal 3l9g 
dan pasal 382d. 
5. ketua, wakil ketua, anggota, panitera. panitera pengganti, bendahara, 
pemegang buku, dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap 
anak-anak atau anak-anak tiri mereka sendiri. 
 
Pasal 380 
 
Bila Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak-anak belum 
dewasa secara mutlak menghendakinya, maka dapatlah dipecat dan 
perwalian, baik terhadap semua anak belum dewasa, maupun terhadap 
seorang anak atau lebih yang bernaung di bawah satu perwalian: 
1. mereka yang berkelakuan buruk; 
2. mereka yang dalam menunaikan perwalian menunjukkan 
ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan atau 
mengabaikan kewajiban mereka; 
3.  mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 10 dan 
nomor 2°pasal ini atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut 
pasal 319 alinea kedua nomor 1° dan nomor 2°;  
4. mereka yang berada dalam keadaan pailit; 
5. mereka yang untuk diri sendiri atau yang bapaknya, ibunya, isteri/ 
suaminya atau anakanaknya berperkara di muka hakim melawan anak 
belum dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan 
atau sebagian besar harta kekayaan anak belum dewasa; 
6. mereka yang dihukum dengan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena dengan sengaja telah 
ikut serta dalam suatu kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada 
dalam kekuasaan mereka; 
7. mereka yang mendapat hukuman yang telah mempunyai kekuatan tetap, 
karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, 
XIV, XV, XVI, XIX dan XX Buku Kedua Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, yang dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada 
dalam kekuasaan mereka; 
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8. mereka yang mendapat hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi 
selama dua tahun atau lebih.  
Bapak dan ibu tidak boleh dipecat, baik karena hal-hal tersebut pada 
nomor 4° dan nomor 5°, maupun karena tidak cakap.  
Suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial boleh dipecat dari 
perwaliannya dalam hal-hal tersebut di bawah nomor-nomor 2°, 3°, 4°, 
dan 5°, bila hakim berpendapat bahwa kepentingan anak belum dewasa 
secara mutlak menghendakinya.  
Badan-badan itu juga boleh dipecat, bila pemberitahuan tertulis tersebut 
dalam Pasal 365a alinea kedua dilalaikannya atau bila kunjungan-
kunjungan yang diatur di dalamnya dihalanghalanginya. 
Dalam pengertian kejahatan dalam pasal ini termasuk juga usaha 
membantu dan mencoba untuk melakukannya. 
 
Pasal 381 
 
Pemecatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat 
tinggalnya atau, bila tempat tinggalnya tidak ada, oleh Pengadilan Negeri 
tempat tinggal terakhir, atas permohonan wali pengawas, atas permohonan 
salah satu keluarga sedarah atau keluarga semenda anak belum dewasa 
sampai dengan derajat keempat, atas permohonan dewan perwalian, atau 
atas tuntutan Kejaksaan.  
Pemecatan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah 
adanya perceraian, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang mengadili 
gugatan perceraian.  
Permintaan atau tuntutan itu harus memuat peristiwa-peristiwa dan 
keadaan-keadaan yang merupakan dasarnya pula harus memuat daftar nama 
orang tua wali dan wali pengawas serta tempat kediaman dan tempat tinggal 
mereka, sejauh ini diketahui, nama dan tempat tinggal keluarga sedarah atau 
keluarga semenda yang menurut Pasal 333 harus dipanggil, demikian pula 
nama dan tempat tinggal saksi-saksi yang kiranya dapat menguatkan 
peristiwa yang dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan itu. Kecuali 
jika permohonan atau tuntutan itu beserta surat-surat yang dilampirkan 
untuk menguatkannya, harus segera dikirim oleh panitera kepada dewan 
tersebut. Pada surat permohonan atau tuntutan itu, oleh panitera Pengadilan 
Negeri dicatat hari masuknya. 
 
Pasal 381a 
 
Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau 
memanggil dengan sah kedua orang tua, wali dan wali pengawas, keluarga 
sedarah dan keluarga semenda anak belum dewasa dan dewan perwalian. 
Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pemanggilan saksi-saksinya guna 
diperiksa di bawah sumpah, yakni yang ditunjuk dan dipilihnya, baik dari 
keluarga sedarah dan semenda maupun dari luar keluarga.  
Bila mereka yang akan diperiksa itu, yakni kedua orang tua, wali, 
wali pengawas atau saksi, bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah 
hukum Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri boleh 
dilimpahkan dengan cara yang sama, seperti yang ditentukan dalam Pasal 
333 terhadap keluarga sedarah atau semenda Anak kalimat terakhir dalam 
alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap orang tua, wali dan wali 
pengawas.  
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Segala panggilan dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam 
Pasal 333 terhadap keluarga sedarah dan semenda bila ada panggilan 
terhadap seorang yang tempat kediamannya tidak diketahui, maka panggilan 
itu harus segera dimuatkan dalam satu surat kabar atau lebih yang ditunjuk 
oleh Pengadilan Negeri. Panggilan terhadap seseorang yang dimohonkan 
atau dituntut pemecatannya harus disertai dengan pemberian secara ringkas 
tentang isi permintaan atau tuntutan, kecuali jika tempat kediaman orang itu 
tidak diketahui.  
Bila dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh mendengar orang-
orang selain yang telah ditentukan di atas menghadap pada hari yang telah 
ditentukan, dan boleh juga memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi ini harus 
disebutkan dalam penetapan lebih lanjut dan harus dipanggil dengan cara 
yang sama. 
 
Pasal 381b 
 
Selama pemeriksaan, tiap-tiap penduduk di Indonesia yang berhak 
melakukan perwalian dan pengurus tiap-tiap perkumpulan, yayasan, dan 
lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365 boleh mengajukan diri kepada 
Pengadilan Negeri dengan surat permohonan supaya diperkenankan 
memangku perwalian itu. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan 
pemanggilan mereka untuk didengar tentang permohonan itu.  
Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-
orang tersebut dengan penyesuaian seperlunya.  
Bila permintaan atau tuntutan itu dikabulkan, Pengadilan Negeri 
menetapkan pengangkatan wali.  
Dalam keputusan tentang pemecatan wali, wali yang dipecat harus 
dihukum mengadakan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada 
penggantinya. 
 
Pasal 382 
 
Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu 
tertutup.  
Penetapan disertai dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang 
terbuka dalam waktu yang sesingkatsingkatnya setelah berlangsung 
pemeriksaan terakhir; penetapan ini boleh dinyatakan segera dapat 
dilaksanakan sekalipun ada perlawanan atau banding dengan atau tanpa 
jaminan, semua itu atas naskah aslinya.  
Selama pemeriksaan berjalan, Pengadilan Negeri leluasa untuk 
menghentikan penunaian perwalian itu seluruhnya atau sebagian dan 
memberi kekuasaan atas diri anak belum dewasa dan harta kekayaannya 
menurut pertimbangan Pengadilan Negeri, kepada seorang yang ditunjuknya 
atau kepada dewan perwalian.  
Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lalu tidak boleh 
dimintakan peradilan yang lebih tinggi. Penetapan itu tetap berlaku sampai 
keputusan tentang pemecatan memperoleh kekuatan tetap.  
Ketentuan dalam alinea ketujuh dan kedelapan Pasal 319 f berlaku 
dalam hal ini. 
 
Pasal 382a 
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Baik berdasarkan atas peristiwa yang dapat menyebabkan 
pemecatan, maupun karena anak belum dewasa ditinggalkan atau tanpa 
suatu pengawasan, Jaksa berwenang mempercayakan anak belum dewasa 
itu untuk sementara waktu kepada dewan perwalian, sampai Pengadilan 
Negeri mengangkat seorang wali atau dinyatakan, bahwa pengangkatan itu 
tidak perlu dan penetapan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.  
Ketentuan dalam alinea ketujuh dan kedelapan Pasal 318f berlaku 
dalam hal ini. Bila Jaksa menggunakan wewenang tersebut di atas sebelum 
mengajukan permintaan atau tuntutan akan pemecatan atau pengangkatan 
seorang wali, ía wajib segera melakukan segala sesuatu agar pengadilan 
mengangkat seorang wali.  
Bila penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian 
ditolak. Jaksa boleh menyuruh membawa anak itu képada juru sita atau 
kepada Polisi yang diberi tugas untuk melaksanakan surat perintahnya. 
Ketentuan-ketentuan dalam alinea-alinea ketiga, keempat dan kelima Pasal 
319h berlaku dalam hal ini.  
Perintah penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian 
menurut alinea pertama pasal ini menghentikan perwalian anak itu, sekedar 
mengenai diri si anak. 
 
Pasal 382b 
 
Bila orang yang diminta atau dituntut pemecatannya tidak datang 
menghadap atas panggilan, ia boleh mengajukan perlawanan dalam waktu 
30 hari, setelah penetapan atau akta yang dibuat berdasarkan penetapan itu 
atau pelaksanaannya diberitahukan kepadanya atau setelah ia melakukan 
suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa penetapan 
itu atau permulaan pelaksanaannya sudah diketahui olehnya.  
Orang yang permohonannya akan pemecatan ditolak, atau jawatan 
Kejaksaan yang tuntutannya ditolak pula, dan orang yang dipecat dari 
perwaliannya meskipun ia menyangkal, seperti orang yang perlawanannya 
ditolak boleh mengajukan permohonan banding terhadap keputusan 
Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah keputusan diucapkan. 
 
Pasal 382c 
 
Bila wali bapak dan wali ibu tidak cakap atau tidak mampu 
menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan 
kepentingan anak-anak dari segi lain tidak bertentangan dengan pembebasan 
mereka dari perwalian maka atas permintaan dewan perwalian atau tuntutan 
Jaksa, mereka berdua boleh dibebaskan dari perwalian terhadap seorang 
anak atau Iebih oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka atau jika 
tidak ada, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka yang terakhir. 
Pembebasan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah bercerai, 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan akan 
perceraian itu. Dalam surat permohonan atau tuntutan atau pembebasan 
sedapatdapatnya harus dikemukakan pula bagaimana pergantian wali itu 
kiranya dapat diselenggarakan. Pembebasan ini tidak boleh diperintahkan, 
bila pihak yang diminta atau yang dituntut pembebasannya, menentang hal 
ini.  
Berdasarkan surat permintaan sendiri, wali-wali lainnya boleh 
dibebaskan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka dari perwalian, 
baik terhadap semua, maupun terhadap seorang atau beberapa dan anak-
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anak belum dewasa, yang ada di bawah kekuasaan mereka, bila seorang 
penduduk Indonesia yang berhak menjalankan perwalian, atau pengurus 
salah satu perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 
365, menyatakan sanggup dengan surat untuk mengganti mereka, dan 
Pengadilan Negeri menimbang pergantian tersebut baik untuk kepentingan 
anak-anak.  
Pengadilan Negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau 
memanggil dengan sah kedua orang tua, wali dan wali pengawas, para 
keluarga atau semenda anak-anak belum dewasa dan dewan perwalian, serta 
mengangkat wali, bila permintaan atau tuntutan dikabulkan. Ketentuan 
dalam alinea ketiga Pasal 381 dan alinea-alinea kedua, ketiga dan keempat 
Pasal 381a berlaku dalam hal ini. Pemeriksaan perkara berlangsung dalam 
sidang tertutup. Dalam waktu yang selekas-lekasnyasetelah pemeriksaan 
terakhir, penetapan dengan alasan-alasannya diucapkan dalam siding 
terbuka dan boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan, sekalipun ada 
perlawanan atau banding dengan atau tanpa jaminan, semuanya itu atas 
naskah asli.  
Bila seseorang yang dimintakan atau dituntut pembebasannya 
berdasarkan alinea pertama, tidak datang menghadap, maka terhadap 
pembebasan ini ia boleh mengajukan perlawanan dalam waktu 30 hari sejak 
penetapan itu, atau akta yang dibuat berdasarkan penetapan itu atau untuk 
melaksanakannya, diberitahukan kepadanya secara pribadi atau setelah ia 
melakukan suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa 
penetapan itu atau permulaan pelaksanaan telah diketahui olehnya. Orang 
yang permintaan akan pembebasannya ditolak, atau jawatan Kejaksaan yang 
tuntutannya akan hal yang sama ditolak, dan orang yang dibebaskan dari 
perwalian kendati datang menghadap atas panggilan, seperti juga orang 
yang perlawanannya ditolak, semuanya dapat mengajukan permohonan 
banding dalam waktu 30 hari setelah putusan Pengadilan Negeri diucapkan.  
Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam alinea kedua tidak 
boleh dimintakan banding. 
 
 
Pasal 382d 
 
Seorang bapak atau Ibu yang dibebaskan atau dipecat dari perwalian 
terhadap anak-anaknya sendiri, baik atas permintaannya sendiri maupun atas 
permintaan mereka yang berhak meminta pembebasan, ataupun 
pemecatannya, ataupun atas tuntutan jawatan Kejaksaan boleh dipulihkan 
kembali dalam perwalian, bila ternyata bahwa peristiwa-peristiwa yang 
mengakibatkan pembebasan atau pemecatannya tidak lagi berlawanan 
dengan pemilihan itu. Permintaan atau tuntutan untuk itu harus diajukan 
kepada Pengadilan Negeri yang telah mengadili pemintaan atau tuntutan 
akan pembebasan atau pemecatannya, kecuali jika perkawinan orang yang 
dibebaskan atau dipecat itu telah dibubarkan karena perceraian dalam hal 
mana permintaan atau tuntutan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri 
yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu.  
Pengadilan Negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau 
memanggil dengan sah, bila mungkin kedua orang tua, demikian pula wali 
atau pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial yang mengaku 
perwalian itu, wali pengawas, para anggota keluarga sedarah atau semenda 
dari anak-anak dan dewan perwalian.  
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Bila dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan 
supaya didengar di bawah sumpah saksi-saksi yang dipilihnya dan keluarga 
sedarah atau semenda atau dari luar mereka.  
Alinea-alinea ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh Pasal 
319 berlaku dalam hal ini  
 
382e. 
 
Bila anak belum dewasa nyata-nyata berada dalam kekuasaan 
seseorang atau kekuasaan pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga 
sosial yang diwajibkan melakukan perwalian menurut putusan Hakim 
sebagaimana dimaksudkan dalam bagian ini, atau dalam kekuasaan 
seseorang atau kekuasaan dewan perwalian yang kepadanya dipercayakan 
anak-anak itu menurut penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
382 alinea ketiga maka dalam penetapan yang sama diperintahkan juga 
penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang menurut penetapan mendapat 
kekuasaan atas anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan dalam alinea-alinea 
kedua, ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h berlaku dalam hal ini. 
 
Pasal 382f 
 
Ketentuan Pasal 31 berlaku terhadap pembebasan atau pemecatan 
seorang bapak atau ibu dari perwalian terhadap anak-anak sendiri. 
 
Pasal 382g 
 
Semua surat permohonan, tuntutan penetapan, pemberitahuan semua 
surat lain yang dibuat guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bagian ini 
adalah bebas dari meterai.  
Segala permintaan termaksud dalam bagian ini, yang berasal dari 
dewan perwalian, harus dilayani dengan cuma-cuma, demikian pula segala 
salinan pertama, salinan dan petikan yang diminta oleh dewan perwalian 
guna kepentingan tugas yang diperintahkan kepadanya, oleh panitera 
diberikan kepadanya dengan cuma-cuma. 
 
 
 
BAGIAN 10 
Pengawasan Wali atas Pribadi Anak Belum Dewasa 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 383  
 
Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi 
anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus 
mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata.  
Anak belum dewasa harus menghormati walinya. 
 
Pasal 384 
 
Bila wali, berdasarkan alasan-alasan yang penting, merasa tidak puas 
terhadap kelakuan anak belum dewasa, maka atas permintaan wali sendiri 
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atau atas permintaan dewan perwalian, asal saja dewan diminta oleh wali 
untuk itu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penempatan anak itu 
untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau swasta yang akan 
ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu dilakukan atas biaya 
anak belum dewasa, dan bila ia tidak mampu, atas biaya wali; penempatan 
semacam itu hanya boleh dilakukan selama-lamanya enam bulan berturut-
turut, bila pada hari penetapan Hakim anak belum dewasa belum mencapai 
umur empat belas tahun, atau selama-lamanya satu tahun bila pada hari 
penetapan ia telah mencapai umur tersebut, dan sekali-kali tidak boleh 
melewati saat anak belum dewasa menjadi dewasa.  
Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penempatan itu 
sebelum mendengar atau memanggil secara sah wali, pengawas, para 
keluarga sedarah dan semenda dari anak belum dewasa, dewan perwalian 
dan, tanpa mengurangi ketentuan dalam alinea berikut, juga anak belum 
dewasa sendiri.  
Bila anak belum dewasa tidak datang menghadap pada hari yang 
ditentukan untuk mendengarnya, maka Pengadilan Negeri menunda 
pemeriksaan sampai pada hari yang ditentukan, dan memerintahkan agar 
anak belum dewasa itu pada hari tersebut, di bawa ke depannya oleh juru 
sita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah jawatan Kejaksaan, 
bila ternyata anak belum dewasa pada hari itu pun tidak datang menghadap, 
maka Pengadilan Negeri, tanpa mendengarnya, memerintahkan atau 
menolak penempatannya.  
Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan bentuk acara lebih lanjut, 
melainkan perintah penempatan itulah yang harus diberikan, tetapi itu pun 
tidak perlu dimuat alasan-alasannya.  
Bila Pengadilan Negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa 
anak belum dewasa dan wali tidak mampu membiayai penempatan itu, 
maka semua biaya menjadi beban negara.  
Penetapan yang memerintahkan suatu penempatan, dilaksanakan atas 
perintah, setelah ada permintaan dan pihak wali. 
 
Pasal 384a 
 
Dengan penetapan Menteri Kehakiman, anak belum dewasa 
sewaktu-waktu boleh dikeluarkan dari lembaga termaksud dalam pasal yang 
lalu, bila alasan-alasan yang mengakibatkan penempatan itu telah tiada atau 
bila keadaan jasmani dan rohani anak belum dewasa itu tidak mengizinkan 
penempatan lebih lama.  
Wali selalu leluasa untuk mempersingkat waktu penempatan yang 
telah ditentukan dalam perintah. Untuk memperpanjang waktu penempatan, 
perlu diperhatikan lagi ketentuan dalam pasal yang lalu.  
Pengadilan Negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan waktu 
itu, tiap-tiap kali tidak lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah itu 
tidak boleh diberikan sebelum mendengar permintaan itu dari kepala 
lembaga tempat anak belum dewasa itu tinggal pada waktu permintaan 
perpanjangan diajukan atau dari seorang penggantinya. 
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BAGIAN 11 
Tugas Pengurusan Wali  
(Tidak berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 385 
 
Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana 
seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, 
kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang 
buruk.  
Bila kepada anak yang belum dewasa, baik dengan suatu akta antara 
orang-orang yang masih hidup, maupun dengan sebuah wasiat, telah 
dihibahkan atau dihibah wasiatkan sejumlah harta benda dan pengurusannya 
itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih yang telah ditunjuk, 
maka ketentuan-ketentuan Pasal 307, yang berlaku bagi pemangku 
kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali. 
 
Pasal 386 
 
Dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku, wali 
harus menuntut pengangkatan penyegelan, bila penyegelan ini telah 
dilakukan, dan dengan dihadiri oleh wali pengawas, segera membuat atau 
menyuruh membuat daftar barang-barang kekayaan anak belum dewasa.  
Daftar barang-barang atau inventaris itu boleh dibuat di bawah 
tangan, tetapi dalam segala hal keberesannya harus dikuatkan di bawah 
sumpah oleh wali sendiri di hadapan Balai Harta Peninggalan; bila 
inventaris itu dibuat di bawah tangan, inventaris itu harus diserahkan kepada 
Balai Harta Peninggalan. 
 
Pasal 387 
 
Bila anak belum dewasa berutang kepada wali, maka hal itu harus 
dijelaskan dalam inventaris; dalam hal tidak ada penjelasan dalam inventaris 
yang demikian itu, wali tidak akan diperbolehkan menagih sesuatu yang 
dipiutangkannya, sebelum anak belum dewasa itu menjadi dewasa, 
tambahan lagi, ia akan kehilangan segala bunga dan angsuran atas jumlah 
pokok yang sedianya dapat ditagih semenjak pembuatan inventaris sampai 
saat anak belum dewasa menjadi dewasa; tetapi selama masa itu, bagi wali, 
lewat waktu tidak berlaku. 
 
Pasal 388 
 
Pada permulaan setiap perwalian, kecuali yang dilakukan oleh bapak 
atau ibu, Balai Harta Peninggalan, setelah mendengar wali pengawas, dan 
setelah memanggil keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, 
menurut perkiraan dan dalam keseimbangan dengan harta kekayaan yang 
harus diurus, harus menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk biaya 
hidup anak belum dewasa itu beserta biaya yang diperlukan guna mengurus 
harta kekayaan; semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan campur 
tangan Pengadilan Negeri, bila Balai Harta Peninggalan tidak menyetujui 
pendapat sebagian besar keluarga anak belum dewasa yang hadir.  
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Dalam akta yang sama harus ditentukan pula apakah wali dalam 
menjalankan pengurusan, diperkenankan pula dengan upah menggunakan 
seorang pengurus khusus atau lebih, yang akan mewakili wali dan di bawah 
tanggung jawab wali. 
 
Pasal 389 
 
Wali wajib mengusahakan supaya dijual segala meja, kursi atau 
perkakas rumah tangga yang pada permulaan atau selama perwalian jatuh ke 
dalam kekayaan anak belum dewasa, demikian juga barang-barang yang 
menurut alamnya dapat disimpan, asal saja dengan persetujuan Balai Harta 
Peninggalan dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali 
pengawas, bila yang menjadi wali pengawas bukan Balai Harta Peninggalan 
sendiri, serta keluarga sedarah atau semenda.  
Penjualan harus dilakukan di muka umum oleh petugas yang berhak 
dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat, kecuali jika 
Pengadilan, setelah mendengar dan memanggil seperti di atas, kiranya 
memerintahkan, bahwa barang-barang tertentu yang ditunjuk, untuk 
kepentingan anak belum dewasa, harus dijual di bawah tangan dengan harga 
atau di atas harga yang sudah ditaksir oleh ahli-ahli yang diangkat untuk itu.  
Pengadilan Negeri boleh juga, setelah mendengar seperti di atas, 
mengizinkan penjualan di muka umum atau di bawah tangan akan barang-
barang bergerak yang sehubungan dengan ketentuan alinea pertama pasal ini 
telah disimpan dalam wujud asli, bila kepentingan anak belum dewasa 
menghendakinya.  
Barang-barang dagangan boleh dijual di bawah tangan oleh wali 
dengan perantaraan makelar, komisioner atau orang lain yang sejajar, 
dengan harga kurs yang berlaku, sedangkan hasil-hasil tanah hendaknya 
dijual di pasar atau di mana saja dengan harga pasar. 
 
Pasal 390 
 
Bapak atau ibu, sejauh menurut undang-undang mempunyai hak 
menikmati hasil atas kekayaan anak belum dewasa, bebas dari kewajiban 
menjual perabot rumah tangga atau barang-barang bergerak Iainnya, bila 
mereka lebih suka menyimpannya dengan maksud mengembalikannya 
dalam keadaan aslinya kelak kepada anak belum dewasa.  
Dalam hal itu mereka, atas biaya sendiri, harus menyuruh seorang 
ahli, yang akan diangkat oleh wali pengawas dan mengangkat sumpah di 
depan kepala pemerintahan daerah, untuk menaksir harga sebenarnya 
barang-barang tersebut. Barang-barang yang tidak dapat diserahkan kembali 
dalam wujud aslinya harus ditanggung dengan sejumlah uang taksiran. 
 
Pasal 391 
 
Wali diwajibkan membungakan sisa penghasilan setelah pendapatan 
dikurangi dengan pengeluaran, bila saldo untung melebihi seperempat 
daripada pendapatan biasa anak belum dewasa.   
Mereka tidak boleh membungakan uang tunai anak belum dewasa, 
selain dengan cara membeli surat-surat pendaftaran dalam buku utang besar 
Kerajaan Belanda, membeli surat-surat piutang atas beban Indonesia, dan 
memindahkannya atas nama anak belum dewasa, membeli barang-barang 
tetap atau membeli surat-surat piutang berbunga, dan dengan memberi 
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jaminan hipotek atas barang-barang tak bergerak, yang harganya dibebaskan 
dari segala beban sekurang-kurangnya sepertiga lebih dari jumlah uang yang 
diperbungakan.  
Bila wali lalai dalam satu tahun untuk membungakan sejumlah uang 
dengan cara seperti diperintahkan dalam pasal ini, mereka harus membayar 
bunga uang itu menurut undang-undang. 
 
Pasal 392 
 
Bila dalam harta kekayaan anak belum dewasa terdapat sertifikat-
sertifikat utang nasional, wali wajib memindahkannya ke dalam buku besar 
atas nama anak belum dewasa.  
Surat piutang atas beban Indonesia pun harus dipindahkannya atas 
nama anak belum dewasa. Dengan ancaman hukuman membayar biaya, 
kerugian dan bunga, wali pengawas harus berusaha agar peraturan ini 
dilaksanakan.  
Bagaimana Balai Harta Peninggalan menurut pasal ini dan pasal-
pasal 371 dan 374 harus melaksanakan kewajiban untuk membayar ganti 
kerugian bagi semua anggota majelis bersamasama atau bagi setiap anggota 
khususnya, diatur oleh pemerintah dalam sebuah instruksi bagi semua Balai 
Harta Peninggalan. 
 
Pasal 393 
 
Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum 
dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang 
tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat 
utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa 
untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan 
kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas 
bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga 
semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas. 
 
Pasal 394 
 
Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat 
permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala 
harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan 
barang-barang yang hendak dijual.  
Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-
barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, 
yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu 
tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa. 
 
Pasal 395 
 
Penjualan harus dilakukan di muka umum, di hadapan wali 
pengawas, oleh pegawai yang berhak dan menurut kebiasaan setempat. 
 
Pasal 396 
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Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan 
suatu barang tak bergerak dalam hal-hal yang luar biasa dan bila 
kepentingan anak belum dewasa menghendakinya.  
Izin itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang 
harus disertai alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama dari wali 
pengawas dan keluarga sedarah atau semenda.  
Bila keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap 
atas panggilan, maka cukup persetujuan bersama dari mereka yang datang.  
Barang tidak bergerak itu tidak boleh dijual dengan harga yang lebih 
rendah dari harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang 
ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri. 
 
Pasal 397 
 
Segala bentuk acara yang ditentukan dalam Pasal 393 tidak berlaku, 
bila dalam suatu putusan pengadilan, atas permintaan salah seorang di 
antara beberapa orang pemilik barang yang belum dibagi, diperintahkan 
menjualnya, kecuali bahwa penjualan itu selalu harus dilakukan di muka 
umum. 
 
Pasal 398 
 
Bila Hakim sehubungan dengan Pasal 393, mengizinkan penjualan 
surat-surat berharga milik anak belum dewasa, maka boleh ditetapkan 
bahwa penjualan itu hendaknya dilakukan di bawah tangan, asalkan surat-
surat tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga harga atau pemberitahuan 
sejenis itu, sebagaimana lazimnya dikeluarkan di Indonesia. 
 
Pasal 399 
 
Wali tidak boleh menjual barang: tak bergerak anak belum dewasa 
selain dengan lelang umum. 
Dalam hal itu pembelian tidak akan mempunyai kekuatan, sebelum 
disahkan oleh Pengadilan Negeri menurut syarat-syaratnya dan ketentuan 
dalam alinea-alinea kedua, ketiga dan keempat pasal 396. 
 
Pasal 400 
 
Wali tidak boleh menyewa atau mengambil sebagai hak usaha untuk 
diri sendiri barang-barang anak belum dewasa, kecuali Pengadilan Negeri 
telah mengizinkan syarat-syaratnya setelah mendengar atau memanggil 
dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa dan wali 
pengawas; dalam hal demikian, wali-pengawaslah yang berhak mengadakan 
perjanjian dengan wali.  
Tanpa izin yang sama, wali tidak boleh menerima penyerahan hak 
atau piutang terhadap mereka yang ada di bawah perwaliannya. 
 
Pasal 401 
 
Wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan bagi anak 
belum dewasa, selain dengan hak istimewa akan pendaftaran harta 
peninggalan.  
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Wali tidak boleh menolak warisan tanpa izin untuk itu yang 
diperoleh dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 393. 
 
Pasal 402 
 
Izin yang sama diperlukan juga untuk menerima sebuah hibah yang 
diperuntukkan bagi anak belum dewasa akibat hibah yang demikian adalah 
sama seperti akibat hibah yang diberikan kepada seorang yang telah dewasa. 
 
Pasal 403 
 
Sebelum mengajukan gugatan di muka Hakim untuk anak belum 
dewasa, atau sebelum membelanya terhadap suatu gugatan, atas tanggung 
jawab sendiri wali boleh meminta kepada Balai Harta Peninggalan supaya 
dikuasakan untuk itu; balai itu, atas permintaan tersebut, harus menanyakan 
terlebih dahulu pendapat para keluarga sedarah atau semenda anak belum 
dewasa, demikian pula pendapat wali pengawas, sekiranya perwalian 
pengawas tidak dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan sendiri.  
Wali yang tanpa izin tersebut mengajukan gugatan di muka Hakim 
atau mengadakan pembelaan atas suatu gugatan dan dapat dihukum oleh 
Hakim untuk membayar biaya perkara dengan uangnya sendiri, bila 
dipandangnya bahwa tidak dengan alasan yang layak perkara itu dimulainya 
atau dipertahankannya; hal ini tidak mengurangi kewajiban wali untuk 
membayar biaya, kerugian dan bunga, kiranya ada alasannya untuk itu.  
Hukuman yang sama dapat juga diberikan bila ternyata bahwa izin 
tersebut didapatnya karena penuturan yang bohong atau penyembunyian 
keadaan yang sebenarnya. 
 
Pasal 404 
 
Dalam suatu perkara yang diajukan terhadap anak belum dewasa, 
wali tidak leluasa menyatakan menerima putusan tanpa kuasa untuk itu dari 
Balai Harta Peninggalan dengan cara yang disebutkan dalam permulaan 
pasal yang lalu. 
 
Pasal 405 
 
Wali diharuskan mendapat izin yang sama, bila ia hendak meminta 
pemisahan atau pembagian tetapi tanpa izin ia boleh menjawab tuntutan 
akan pemisahan atau pembagian yang diajukan terhadap anak belum 
dewasa. 
 
Pasal 406 
 
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal pemisahan 
dan pembagian harta yang menyangkut kepentingan anak belum dewasa, 
ditetapkan dalam Bab XVII Buku Kedua yang berjudul Pemisahan Harta 
Peninggalan. 
 
Pasal 406a 
 
Bila anak-anak belum dewasa yang berada di bawah beberapa orang 
wali mempunyai harta kekayaan yang sama, Pengadilan Negeri boleh 
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menunjuk salah seorang dari mereka atau orang lain untuk 
menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan itu sampai pemisahan dan 
pembagian selesai, atas jaminan yang ditentukan Pengadilan Negeri. 
 
Pasal 407 
 
Tanpa izin yang dibicarakan dalam Pasal 393, wali tidak boleh 
mengadakan perdamaian atas nama anak belum dewasa, pula tidak 
diperbolehkan menyerahkan penyelesaian suatu perkara kepada wasit. 
 
Pasal 408 
 
Jika bapak atau ibu dan isterinya atau suaminya yang telah lebih 
dulu meninggal dunia, dulunya kawin dengan harta bersama secara penuh 
atau terbatas, maka Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil 
dengan sah para keluarga sedarah atau semenda beserta walipengawas, 
boleh memberi kuasa kepadanya agar selama waktu yang ditentukan, 
bahkan sampai anak yang belum dewasa menjadi dewasa, terus menguasai 
harta kekayaan itu, pendapatan perusahaan, perdagangan, pabrik atau yang 
sejenis itu.  
Izin ini tidak dapat diberikan, kecuali jika setelah Pengadilan Negeri 
melihat daftar kekayaan, ternyata bahwa kepentingan anak belum dewasa 
adalah sangat besar dan ada jaminan yang diberikan oleh wali atau wali-
pengawas. Izin tersebut atas permohonan wali atau walipengawas, boleh 
dicabut setelah mendengar seperti di atas.  
Bahkan Kejaksaan, karena jabatan, boleh menuntut pencabutan izin 
itu. 
 
BAGIAN 12 
Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian 
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi 
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) 
 
Pasal 409 
 
Setiap wali, wajib mengadakan perhitungan penutup dan 
pertanggungjawaban. 
 
Pasal 410 
 
Perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan atas biaya 
dan kepada anak belum dewasa bila ia telah menjadi dewasa, atau kepada 
ahli warisnya bila ia telah meninggal, atau kepada pengganti pengurus.  
Wali harus membayar lebih dulu biaya-biaya untuk itu.  
Dalam perhitungan itu, untuk semua pengeluaran yang perlu, yang 
pantas dan yang cukup beralasan, wali harus mendapat penggantian. 
 
 
Pasal 411 
 
Semua wali, kecuali bapak, ibu dan wali-peserta, boleh 
memperhitungkan upah sebesar tiga persen dari segala pendapatan, dua 
persen dari segala pengeluaran, dan satu setengah persen dari modal yang 
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mereka terima, kecuali jika mereka lebih suka menerima upah yang 
ditentukan dengan surat wasiat atau dengan akta otentik tersebut dalam 
Pasal 355; dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan 
upah yang lebih besar. 
 
Pasal 412 
 
Setiap persetujuan mengenai perwalian dan perhitungan perwalian, 
yang telah diadakan antara wali dan anak belum dewasa yang sementara itu 
menjadi dewasa, adalah batal dan tidak berharga, bila persetujuan itu tidak 
didahului perhitungan yang baik dan pertanggungjawaban dengan alat-alat 
bukti yang diperlukan; semuanya itu harus dinyatakan dengan pengakuan 
tertulis dari pihak yang kepadanya harus dilakukan perhitungan itu, yang 
diberikan sekurangkurangnya sepuluh hari sebelum persetujuan. 
 
Pasal 413 
 
Perhitungan penutup yang harus diadakan oleh wali, tanpa ditagih 
pun harus memberikan bunga sejak hari perhitungan ditutup.  
Segala bunga dari apa yang masih menjadi utang anak belum dewasa 
terhadap walinya tidak akan berjalan, kecuali sejak hari teguran pelaksanaan 
pembayaran, setelah perhitungan dan pertanggungjawaban ditutup. 
 
Pasal 414 
 
Segala tuntutan anak belum dewasa terhadap walinya berkenaan 
dengan tindakan-tindakan perwalian, gugur karena lewat waktu setelah 
lewat sepuluh tahun, terhitung sejak anak menjadi dewasa. 
 
BAGIAN 13 
Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian 
(Berlaku Bagi Semua Golongan Timur Asing) 
 
Pasal 415 
 
Dalam daerah hukum setiap Pengadilan Negeri ada Balai Harta 
Peninggalan, yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah 
dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri.  
Pemerintah boleh menentukan, bahwa segala kekuasaan yang 
diberikan kepada suatu Balai Harta Peninggalan beserta usaha-usahanya, 
dipangku dan dijalankan oleh atau atas nama salah satu Balai Harta 
Peninggalan yang lain. Dalam hal demikian, Balai Harta Peninggalan 
tersebut terakhir harus diwakili oleh seorang anggota perwakilan yang 
berkantor di tempat Balai Harta Peninggalan tersebut pertama. Kecuali 
dalam hal yang ditunjukkan dalam instruksi untuk semua Balai Harta 
Peninggalan, anggota perwakilan itu selamanya berkuasa untuk bertindak 
atas nama Balai Harta Peninggalan.  
Bila pemerintah telah mempergunakan kekuasaan yang diberikan 
kepadanya dalam alinea yang lalu, maka Balai Harta Peninggalan yang 
diperintahkan bertugas untuk Balai Harta Peninggalan lain, dalam segala 
urusan yang mengenai majelis tersebut terakhir, dianggap mempunyai 
tempat tinggal semata-mata di kantor anggota perwakilan tersebut. Untuk 
setiap Balai Harta Peninggalan harus diangkat agen-agen di tempat-tempat 
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yang benar membutuhkannya. Penunjukkan wakil semua Balai Harta 
Peninggalan di Negeri Belanda dilakukan oleh Menteri Urusan Daerah 
Seberang Lautan, yang harus membuat instruksi bagi perwakilan tersebut. 
 
Pasal 416 
 
Instruksi untuk semua Balai Harta Peninggalan ditentukan oleh 
pemerintah. Setelah mendengar Mahkamah Agung. Instruksi ini mengatur 
susunan dan peraturan dalam tiap-tiap Balai Harta Peninggalan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baru. 
 
Pasal 416a 
 
Dalam daerah hukum setiap Pengadilan Negeri, ada sebuah dewan 
perwalian, yang ditugaskan melakukan segala usaha pemeliharaan, kecuali 
campur tangan yang dengan tegas disebutkan dalam kitab undang-undang 
ini dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya, bagi anak belum dewasa 
yang dipercayakan kepadanya dengan putusan Hakim menurut Pasal 214, 
Pasal 319f alinea kelima, atau Pasal 382 alinea ketiga seperti juga bagi 
anak-anak diserahkan kepadanya oleh Kejaksaan menurut Pasal 319i atau 
Pasal 382a.  
Daerah dan tempat kedudukan dewan perwalian sama dengan daerah 
dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri.  
Biaya yang dikeluarkan dewan perwalian dibebankan kepada negara.  
Bila dewan perwalian, menurut bab ini atau Bab X, Xl, XIV dan 
XIVA buku ini, maju ke pengadilan, maka bantuan seorang pengacara atau 
advokat tidak diharuskan.  
Dewan perwalian harus berusaha, agar segala uang yang dibayar 
oleh orang-orang yang menurut buku ini wajib memberikan tunjangan untuk 
nafkah dan pendidikan anak belum dewasa, digunakan sesuai dengan 
maksudnya. 
 
Pasal 416b 
 
Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut, dewan perwalian terdiri 
dari Balai Harta Peninggalan setempat, dengan jumlah anggota yang 
ditentukan oleh pemerintah.  
Bila pemerintah mempergunakan kekuasaan yang diberikan 
kepadanya oleh alinea kedua Pasal 415 maka dewan perwalian terdiri dari 
anggota perwakilan Balai Harta Peninggalan yang berkedudukan di lain 
daerah, yaitu anggota yang berkantor di daerah setempat, dan sejumlah 
anggota yang ditentukan oleh presiden.  
Pegawai Balai Harta Peninggalan melakukan tugas pada dewan 
perwalian sama seperti pada Balai Harta Peninggalan. Cara dewan 
perwalian menunaikan tugasnya, diatur oleh pemerintah.  
Untuk tiap dewan perwalian, di tempat-tempat yang 
membutuhkannya diangkat agen-agen. 
 
 
Pasal 417 
 
Setiap Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian boleh 
mewakilkan atau menguasakan dirinya kepada salah seorang anggota atau 
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pegawainya, atau kepada seorang agennya dalam hal bila mereka selaku 
majelis harus menunaikan tugas di luar gedung rapat mereka.  
Dalam hal-hal, bila Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian 
minta pertimbangan, mereka harus menyatakan pendapatnya secara tertulis 
dengan alasan-alasannya. 
 
Pasal 418 
 
Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian tidak bisa 
dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada 
mereka menurut ketentuan undang-undang.  
Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan 
di atas adalah batal dan tidak berharga. 
 
Pasal 418a 
 
Kepala Daerah dan Pegawai Catatan Sipil wajib sedapat mungkin 
memberikan keterangan-keterangan dengan cuma-cuma kepada Balai Harta 
Peninggalan dan dewan perwalian, dan dengan cuma-cuma pula 
memberikan semua salinan dan petikan dari daftar-daftar yang diminta oleh 
majelis tersebut untuk kepentingan tugas yang harus mereka lakukan; 
salinan dan petikan yang diberikan itu bebas dari meterai. 
 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR I TAHUN 1974 
 
BAB I 
DASAR PERKAWINAN 
Pasal 1  
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Pasal 2  
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing   agama dan kepercayaannya itu.  
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Pasal 3  
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang 
wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan.  
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Pasal 4  
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:  
a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
Pasal 5  
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi 
syarat-syarat berikut:  
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan  hidup isteriisteri dan anak-anak mereka. 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.  
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
BAB VIII    
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 
Pasal 38  
Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan  c. atas 
keputusan Pengadilan.  
Pasal 39  
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 
suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersebut.  
Pasal 40  
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(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur 
dalam peraturan perundangan tersendiri.  
Pasal 41  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:  
a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusan. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam 
kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat 
menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isteri. 
 
BAB X 
HAPK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 
Pasal 45  
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana 
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  
Pasal 46  
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang 
baik. 
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu 
memerlukan bantuannya.  
Pasal 47  
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar Pengadilan.  
Pasal 48  
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Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan 
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 
kepentingan anak itu menghendakinya.  
 
 
Pasal 49  
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas 
dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang 
dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :  
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;  
b. Ia berkelakuan buruk sekali.  
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban 
untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 
BAB XI 
PERWAKILAN 
Pasal 50  
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 
(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya.  
Pasal 51  
(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 
orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan 
di hadapan 2 (dua) orang saksi. 
(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan 
baik. 
(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta 
bendanya sebaikbaiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan 
itu. 
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah 
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 
perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 
(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 
kelalaiannya.  
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Pasal 52  
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.  
Pasal 53  
(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut 
dalam pasal 49 Undang-undang ini. 
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.  
Pasal 54  
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di 
bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan 
keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk 
mengganti kerugian tersebut. 
 
KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 
Bagian Ketiga 
Wali Nikah 
Pasal 19
 
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya  
Pasal 20 
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.  
(2) Wali nikah terdiri dari :  
a. Wali nasab;  
b. Wali hakim.  
Pasal 21 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 
kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 
seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 
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ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita.  
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang 
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat 
yang seayah. 
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka 
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang 
lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.  
Pasal 22 
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat 
sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, 
tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali 
nikah yang lain menurut derajat berikutnya.  
Pasal 23 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.  
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali 
tersebut.  
BAB XV 
PERWALIAN 
 
 
Pasal 107 
 
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun 
dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.  
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 
perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang 
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.  
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 
baik, atau badan hukum.  
 
Pasal 108 
 
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk 
melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya 
sesudah ia meninggal dunia.  
 
Pasal 109 
 
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan 
hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya 
bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau 
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menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan 
orang yang berada di bawah perwaliannya.  
 
Pasal 110 
 
(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan 
bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa 
depan orang yang berada di bawah perwaliannya.  
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang 
yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut 
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang 
tidak dapat dihindarkan.  
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
kesalahan atau kelalaiannya.  
(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 
(4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut 
ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu 
tahun satu kali.  
 
Pasal 111 
 
(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 
tahun atau telah menikah.  
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang 
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah 
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.  
 
Pasal 112 
 
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut 
kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.  
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PEDOMAN WAWANCARA  
 
Nama     : H. Abd. Hanan, S.H. M.H. 
Jabatan           : Hakim Pengadilan Agama Makassar 
1. Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan 
dalam pertimbangan hukumnya dalam  putusan tersebut ? 
2. Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan 
dalam rekonvensi putusan tersebut ? 
3. Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.          
mengenai hak asuh anak dalam prespektif Hukum Islam ? 
4. Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.            
mengenai hak asuh anak dalam prespektif Hukum Positif  di 
Indonesia : 
a. Dalam  Prespekrif KHI dan UU Perkawinan? 
b. Dalam Prespektif  UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 
No.23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak ? 
5. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pihak yang berhak 
atas pengasuhan anak  karena salah satu pihak pindah agama ? 
6. Dalam memutuskan suatu putusan  dalam  putusan hak asuh anak 
berdasarkan putusan ini apa saja yang dilihat (Fakta hukum, Fakta 
Yuridis dan hakim dianggap tahu ) dan yang mana diutamakan ? 
7. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, prinsip apa 
yang digunakan ? 
8. Apa saja perbedaan  yang diterapkan Hakim Pengadilan Agama  
dalam memutuskan Perkara Hadhanah  dengan Pengadilan Negeri ? 
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HASIL WAWANCARA 
Nama        : H. Abd. Hanan, S.H. M.H. 
Jabatan   : Hakim Pengadilan Agama Makassar 
 
1. Tanya: Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan 
dalam pertimbangan hukumnya dalam  putusan tersebut ? 
Jawab: Mengenai pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut 
hakim melihat syarat-syarat pengasuhannya serta gugurnya hak ibu 
dalam memelihara anak. 
2. Tanya: Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan 
dalam rekonvensi putusan tersebut ? 
Jawab:  Mengenai pertimbangan hukumnya dalam rekonvensi putusan 
tersebut dapat dilihat dari akibat perceraian ketika hak asuh tidak jatuh 
kepada ibu karena dianggap ibu tidak layak (pezina, pindah agama, 
memakai naroktika atau obat terlarang) berdasarkan orang tua yang 
layak mengasuhnya. 
3. Tanya: Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.          
mengenai hak asuh anak dalam prespektif Hukum Islam ? 
Jawab: Dalam prespektif Hukum Islam seorang hakim dalam 
melakukan ijtihad tak lepas dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an 
dan As-Sunnah. Perlu dikethui hakim dalam pertimbangan hukumnya 
yang terpenting melihat agama. 
4. Tanya: Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.            
mengenai hak asuh anak dalam prespektif  Hukum Positif  di Indonesia 
: 
b. Dalam  Prespekrif KHI dan UU Perkawinan? 
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c. Dalam Prespektif  UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 
No.23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak ? 
Jawab: a. Dalam Prespektif KHI dan UU Perkawinan terdapat dalam 
Pasal 41 huruf a, serta dalam KHI kita dapat melihat dalam 
Pasal 105 & 156. 
b. Dalam Prespektif UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM terdapat dalam Pasal 51 (2)  bahwa setelah 
putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak & 
tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas 
semua hal-hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dan 
UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dalam pasal 42 ayat (2) bahwa mengenai agama anak 
yang belum nisa menentukan pilihannya, maka agama 
anak ikut kedua orang tuanya. 
5. Tanya: Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pihak yang 
berhak atas pengasuhan anak  karena salah satu pihak pindah agama ? 
Jawab: mengenai pengasuhan karena salah satu pindah agama sangat 
penting meskipun kemampuan ekonomi lemah dalam hal tanggungan 
keluarga. 
6. Tanya: Dalam memutuskan suatu putusan  dalam  putusan hak asuh 
anak berdasarkan putusan ini apa saja yang dilihat (Fakta hukum, 
Fakta Yuridis dan hakim dianggap tahu ) dan yang mana diutamakan ? 
Jawab: mengenai hal tesebut semuanya diutamakan yang terpenting 
kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. 
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7. Tanya: Dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, prinsip 
apa yang digunakan ? 
Jawab: Prinsip yang digunakan ialah Prinsip Maqasyid Syari’ah serta 
menerpakan metode Hermeneutika yang mengacu kepada kepentingan 
anak. 
8. Tanya: Apa saja perbedaan  yang diterapkan Hakim Pengadilan 
Agama  dalam memutuskan Perkara Hadhanah  dengan Pengadilan 
Negeri ? 
Jawab: yang mebedakan Hakim Pengadilan Agama dan Hakim 
Pengadilan Negeri dalam memeutuskan perkara ialah Dasar 
Hukumnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA  
 
Nama     : Safri, S.H. 
Jabatan            : Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
1. Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan dalam 
pertimbangan hukumnya dalam  putusan tersebut ? 
2. Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan dalam 
rekonvensi putusan tersebut ? 
3. Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.          
mengenai hak asuh anak dalam prespektif Hukum Islam ? 
4. Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.            
mengenai hak asuh anak dalam prespektif Hukum Positif  di Indonesia : 
a. Dalam  Prespekrif KHI dan UU Perkawinan? 
b. Dalam Prespektif  UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.23 
Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak ? 
5. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pihak yang berhak atas 
pengasuhan anak  karena salah satu pihak pindah agama ? 
6. Dalam memutuskan suatu putusan  dalam  putusan hak asuh anak 
berdasarkan putusan ini apa saja yang dilihat (Fakta hukum, Fakta Yuridis 
dan hakim dianggap tahu ) dan yang mana diutamakan ? 
7. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, prinsip apa yang 
digunakan ? 
8. Apa saja perbedaan  yang diterapkan Hakim Pengadilan Agama  dalam 
memutuskan Perkara Hadhanah  dengan Pengadilan Negeri ? 
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HASIL WAWANCARA 
Nama     : Safri, S.H. 
Jabatan            : Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
 
1. Tanya: Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan dalam 
pertimbangan hukumnya dalam  putusan tersebut ? 
Jawab: Mengenai pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut hakim 
melihat segi Humanis (manusiawi). 
2. Tanya: Bagaimana menurut pendapat hakim mengenai pertimbangan dalam 
rekonvensi putusan tersebut ? 
Jawab:  Mengenai pertimbangan hukumnya dalam rekonvensi putusan 
tersebut dapat dilihat dari akibat perceraian dilihat dari kehidupan anak, 
perlindungan anak. 
3. Tanya: Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.          
mengenai hak asuh anak dalam prespektif Hukum Islam ? 
Jawab: Dalam prespektif Hukum Islam seorang hakim dalam melakukan 
ijtihad tak lepas dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dan As-
Sunnah. Perlu dikethui hakim dalam pertimbangan hukumnya yang 
terpenting melihat agama. 
4. Tanya: Bagaimana analisis pertimbangan  hakim dalam putusan no.            
mengenai hak asuh anak dalam prespektif  Hukum Positif  di Indonesia : 
a. Dalam  Prespekrif KHI dan UU Perkawinan? 
b. Dalam Prespektif  UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.23 
Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak ? 
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Jawab: a. Dalam Prespektif KHI dan UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 
41 huruf a, serta dalam KHI kita dapat melihat dalam Pasal 105 
& 156. 
b. Dalam Prespektif UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
terdapat dalam Pasal 51 (2)  bahwa setelah putusnya perkawinan 
seorang wanita mempunyai hak & tanggung jawab yang sama 
dengan mantan suaminya atas semua hal-hal yang berkenaan 
dengan anak-anaknya dan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam pasal 42 ayat (2) bahwa mengenai 
agama anak yang belum nisa menentukan pilihannya, maka 
agama anak ikut kedua orang tuanya. 
5. Tanya: Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pihak yang berhak 
atas pengasuhan anak  karena salah satu pihak pindah agama ? 
Jawab: mengenai pengasuhan karena salah satu pindah agama melihat 
dasar hukum dalam memutus perkaranya. 
6. Tanya: Dalam memutuskan suatu putusan  dalam  putusan hak asuh anak 
berdasarkan putusan ini apa saja yang dilihat (Fakta hukum, Fakta Yuridis 
dan hakim dianggap tahu ) dan yang mana diutamakan ? 
Jawab: mengenai hal tesebut semuanya diutamakan yang terpenting 
kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya serta prisip hukum islam, 
yrisprudensi MA 
7. Tanya: Dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, prinsip apa 
yang digunakan ? 
Jawab: Prinsip yang digunakan ialah Prinsip Maqasyid Syari’ah serta 
menerpakan metode Hermeneutika yang mengacu kepada kepentingan 
anak. 
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8. Tanya: Apa saja perbedaan  yang diterapkan Hakim Pengadilan Agama  
dalam memutuskan Perkara Hadhanah  dengan Pengadilan Negeri ? 
Jawab: yang mebedakan Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan 
Negeri dalam memutuskan perkara ialah Dasar Hukumnya. 
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DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA 
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